






TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI DAN HAK ASASI 
MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI 








ISELDA NUR ISTIQOMAH 















TINJAUAN HUKUM PENGUNGSI DAN HAK ASASI 
MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI 




Disusun dan Diajukan Oleh : 
ISELDA NUR ISTIQOMAH 





Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Dalam Bagian Hukum Internasional  





























UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 ِنَمْح َّرلا ِ هاللّ ِمْسِب ِمْيِح َّرلا  
 
 َْيلَع َُملاَّسلا ُُهتاَكَرَبَو ِالله ُةَمْحَرَو ْمُك  
 
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala 
limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa melapangkan 
jalan bagi penulis agar mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah 
satu syarat tugas akir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) 
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat pula 
kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi suri tauladan 
bagi umat manusia. Semoga semua hal yang telah penulis lakukan 
berkaitan dengan skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya.  
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada yang terkasih 
Ayahanda Hanasruddin Hambali, S.Sos dan Ibunda Hj. Salmiati, S. Pd  
yang tanpa mereka penulis hanyalah tubuh tanpa jiwa. Kepada adik-adik 
tersayang penulis, Fatwa Hambali, Fajar Hambali, dan Fadil Hambali yang 
selalu membuat hari-hari penulis penuh kesibukan namun menjadi jauh lebih 
bermakna. 
Terima kasih penulis haturkan pula kepada: 
 
 
1. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin; 
2. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Penasihat 
Akademik penulis, yang senantiasa bersedia membimbing dan 
memberikan kebebasan berpikir serta kepercayaan penuh bagi penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini; 
3. Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang 
senantiasa menyempatkan waktu di tengah kesibukan beliau dan 
penuh perhatian serta memberikan wadah bagi keleluasaan berpikir 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 
4. Dewan Penguji, Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., Ibu Dr. Dara 
Indrawati, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., atas segala 
saran dan masukannya yang berharga dalam penyusunan skripsi ini; 
5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah 
membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi 
kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum 
Universitas Hasanuddin; 
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan  
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah membantu 
kelancaran akademik dan penulisan skripsi penulis; 
 
 
7. Keluarga besar di Serui-Papua, Pinrang-Sulawesi Selatan dan 
dimanapun mereka berada, kakek-nenek dan om-tante, serta sepupu-
sepupu. Khususnya kepada adek sepupu Hasmiati Hamzah calon 
sarjana hukum, yang senantiasa selalu membantu penulis meskipun 
untuk hal yang kurang penting; 
8. Sahabat-sahabatku alumni SMAN 2 Pinrang: Alm. Nur Nila Sari, Eni 
Kurnia, Damayanti Damri, dan Harningsih, meskipun kita jarang 
bertemu dan komunikasi sekarang, tetap kita sahabat selamanya. Dan 
Anwar (Nua) Wahyudi Haspullah (Yudi), Fauzi Ahsan, Sudirman Majid, 
Ratna Usman, Sarina, Ummul Hidayah, Nirwana, Hadariah, Eka 
Pebryanti, Saiful (Ipullo), Satrio, Burhan, dan semua alumni SMAN 2 
Pinrang angkatan 2009. Buat kak Erwin dan Alamsyah; 
9. Teman-teman pertama penulis yang terkasih ketika menjadi 
mahasiswa baru di Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin: Putri 
Reztu AJ (Putri), Andi Nurul Avirah (Ara), dan Anastasia (Anas), 
Alhamdulillah hingga sekarang masih berteman baik, Insyaallah 
sampai akhir hayat; 
10. Sahabat-sahabat hatiku, Nurjannah (Nunu), Dian Merdekawaty 
(Nyai/Ndoro), dan Andi Asmaraeni (Reni/Renren) yang selalu 
menemani dari awal hingga sekarang dalam keadaan apapun dan 




11. Geng unknown: teman nongkrong sekaligus sahabat-sahabat terkece 
dan tercetar yang pernah dimiliki oleh penulis, Dyah Ambarsari (broh 
Dyah, yang seharusnya dipanggil sist) dan Irma Sari Ramadhani (sist 
Irma/Iir, yang terkadang penulis memanggil broh), semoga 
kedepannya kita makin solid. SHemangat!!! I Love You (ingat jodoh di 
tangan Allah) serta Iselda Nur Istiqamah (sist Isel) yang merantau dari 
tanah Sunda, Insyallah kita semua menjadi Best Friends Forever; 
12. Kak Orin Gusta Andini, S.H., atas segala bantuan dan saran yang 
diberikan kepada penulis. Teman-teman seperjuangan, Riska Dwi 
Novitriani, Indah Alfiani, Riskayanti, Sri Septiyani Yufeny, Fadilla 
Jamila Irbar, Giovani, dan teman-teman PETITUM 2012 lainnya, 
semoga kita berproses menjadi insan hukum yang tidak hanya tenar 
tapi juga bermoral dan berakhlak baikm; 
13. Kak Andi Tang, SE., kak Sri, kak Christin, dan dek Aisyah yang selalu 
berbagi suka duka dengan penulis. Terkhusus tante Diah dan 
sekeluarga; 
14. Andrea Anggrianti, teman seperjuangan dalam fangirl abang-abang 
dan adek-adek BTS/BANGTAN BOYS tercinta, dek Dzaky A. P dan 
Ridha Rahmawati tempat penulis mencurahkan segala hal yang 
sepele, kak Annisa Nanda Kartika dan kak Lia Yuanisa, Eta Tatilla S, 
dek Nadiah, dek Ana, dan dek Shifa Amalia Rahmani, meski terpisah 
jarak yang jauh semoga suatu hari nanti kita akan bertemu. Arman 
Bhakti, Azis Muhammad, Irhil Husein, kak Andi Muh. Nur Ichsan, dan 
 
 
Rheeza Effrains Karels, Insyaallah ke depannya mempunyai hubungan 
yang lebih baik lagi; dan 
15. Seluruh rekan-rekan KKN Gel. 90 Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba 2015, terutama posko 11 Desa Paenre Lompoe, Pak 
Kordes Jazman Chaerul A, kak Ani Wulandari teman seperjuangan 
dalam mencari cemilan dan makanan, kak Andi Sitti Rahmah (kak 
Asirah), kak Mira Purnama, dan kak Mitrael Palimbunga. Supervisor-
supervisor dan Pak H. Ambo Tang, S.Sos selaku Kepala Desa Paenre 
Lompe beserta keluarga. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk 
penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, 
kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan 
kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan 
yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati 
kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 
Kepada sesama insan hukum yang memiliki perhatian terhadap 
kejahatan korporasi, semoga dapat menjadi bahan referensi yang berguna 
mengingat betapa pentingnya memberikan perhatian terhadap berbagai 
isu dan kajian tentang korporasi. 
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 
membuka tiap lembarannya dan mengeja setiap hurufnya. 




Je Ne Regrette Rien!!! 
 
       Makassar,   Januari 2016 
 
 





HALAMAN JUDUL .............................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................    ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................   iii 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .............   iv 
ABSTRACT ........................................................................................    v 
ABSTRAK ..........................................................................................    vi 
UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................... ...  vii  
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................  ix 
DAFTAR GAMBAR .............................................................................  x 
DAFTAR ISI .........................................................................................  xi 
BAB I  PENDAHULUAN.....................................................................  1 
A. Latar Belakang ...................................................................  2 
B. Rumusan ...........................................................................  10 
C. Tujuan Penelitian ...............................................................  10 
D. Manfaat Penelitian .............................................................  10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................  12 
A. Hukum Pengungsi Internasional ........................................  12 
1. Definisi Pengungsi ........................................................  12 
2. Definisi Hukum Pengungsi ...........................................  14 
3. Instrumen Internasional terkait Pengungsi ...................  15 
4. Istilah Pengungsi ..........................................................  29 
5. Badan PBB yang Menangani Masalah Pengungsi .......  32 
B. HAM ...................................................................................  34 
1. Definisi ..........................................................................  34 




3. Konvenan Internasional Hak Ekonomi sosial budaya  
1966 .............................................................................  36 
4. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik .................  39 
5. Diskriminasi ..................................................................  42 
C. Pengungsi dan Hak Asasi Manusia ...................................  46 
 
BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................  49 
A. Lokasi Penelitian ................................................................  49 
B. Teknik Pengumpulan Data .................................................  49 
C. Jenis Data ..........................................................................  50 
D. Sumber Data ......................................................................  50 
E. Analisis Data ......................................................................  50 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................  51 
A. Tinjauan Hukum Pengungsi dan Hak Asasi Manusia 
Internasional terhadap Diskriminasi Pengungsi Plestina  
di Kamp Yarmouk Suriah ...................................................  51 
1. Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional terhadap 
Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk  
Suriah ...........................................................................  51 
2. Tinjauan Hukum HAM  Internasional terhadap  
Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk 
Suriah ...........................................................................  63 
B. Mandat UNRWA menangani Pengungsi Palestina di  
Suriah ................................................................................  71 
 
BAB V PENUTUP ...............................................................................  96 
A. Simpulan ............................................................................  96 
B. Saran .................................................................................  97 
 







A. Latar  Belakang 
Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban 
umat manusia sebagai akibat dari adanya rasa takut yang sangat 
mengancam keselamatan.1 Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana 
alam atau bencana buatan manusia.2 Perang Dunia ke-I dan Perang 
Dunia ke-II3 merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban umat 
manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia, 
eksodus besar-besaran penduduk yang melintasi  wilayah suatu negara 
mengilhami betapa perlunya peraturan secara internasional.4 
Menyadari hal tersebut seluruh masyarakat internasional sepakat 
untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat 
PBB) pasca Perang Dunia ke-II. PBB dibentuk berdasarkan tujuan untuk 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk menekan 
agresi atau pelanggaran  kedamaian lainnya, untuk menegakan asas-asas 
                                                          
1 Achmad Romsan dkk, 2003, Pegantar Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Internasional dan 
Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Penerbit UNHCR Regional Respresentation, Jakarta, 
hlm 3. 
2Ibid. 
3 Sah atau tidaknya suatu konflik atau perang merupakan bagian dari hukum internasionall yang 
menmbahas mengenai “Just War”. Ajaran tersebut membagi hukum humaniter menjadi dua bagian 
yaitu Ius as bellum (hukum tentang perang) dan Ius in bello (hukum yang berlaku dalam perang). 
Pada umumnya dikatakan bahwa negara dibenarkan untuk berperang apabila dipenuhi syarat-
syarat antara lain Just Cause, Right Authority, Right Intent, Propotionality, Last Resort. Lihat lebih 





keadilan dan hukum internasional, untuk menyesuaikan dan 
menyelesaikan sengketa internasional,5 untuk mengembangkan hubungan 
persahabatan antar negara agar memperkuat terwujudnya kedamaian 
dunia, untuk menyukseskan kerja sama internasional dalam masalah 
ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan dan untuk mendorong dan 
memajukan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau 
keagamaan.6 
Pembentukan PBB membawa perubahan yang cukup besar dalam 
dunia internasional. Walaupun tidak sepenuhnya PBB bisa menghentikan 
peperangan yang ada dan menciptakan perdamaian dunia yang mutlak 
namun kebijakan-kebijakan PBB melalui resolusi-resolusi7 yang 
dikeluarkannya memberikan dampak positif pada setiap masalah yang 
terjadi di dunia internasional. Pembentukan PBB dan resolusi-resolusi 
yang di keluarkannya sangat berperan penting dalam menangani 
keresahan masyarakat internasional mengenai pengungsi. Masyarakat 
internasional selama ini meminta perlindungan dan pemberian status 
                                                          
5 Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat dibagi menjadi dua 
yaitu secara damai dan secara kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai dibagi menjadi 
dua yaitu melalui jalur politik (negosiasi, mediasi, jasa baik (good offices), inquiry) dan melalui jalur 
hukum (Arbitrase dan Pengadilan internasional). penyelesaian sengketa secara kekerasan dibagi 
menjadi dua yaitu perang dan non perang (pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, 
embargo, reprisal). Lihat lebih lanjut dalam Sefriani, 2012, Hukum Internasional Suatu Pengantar, 
Jakarta, Rajawali Pers, hlm 325. 
6Pasal 1 Piagam PBB. 
7Resolusi merupakan suatu bentuk penyelesaian secara legislatif. istilah resolusi yang digunakan 
PBB bermakna sangat luas yakni tidak hanya mencakup suatu rekomendasi tetapi bisa menjadi 
sebuah keputusan. Lihat selengkapnya dalam Marko Divac Oberg, 2006, The Legal Effect of The 
UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ, European Journal of 




kepada korban-korban dari kejahatan internasional8 dan kejahatan 
transnasioal9 yang terpaksa harus meninggalkan negaranya karena rasa 
takut dan ancaman yang mengacam jiwa. Berdasarkan kesadaran dan 
kepedulian masyarakat internasional akan pentingnya melindungi 
pengungsi maka PBB atas kewenangannya membentuk Badan atau 
Organisasi Internasional  yang khusus menangani Pengungsi berdasarkan 
Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) yang dikenal dengan nama 
United Nations High Commissioner for Refugees.10 
Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi 
(United Nations High Commissioner for Refugees) yang selanjutnya akan 
di singkat UNHCR dibentuk pada 14 Desember 1950.11 Keberadaan 
UNHCR baru di akui satu tahun setelah pembentukannya tepatnya pada 
tahun 1951 yaitu setelah diadopsinya Konvensi 1951 tentang pengungsi 
dan Protokol 1967 tentang pengungsi.12 Mulanya UNHCR hanya diberi 
mandat selama tiga tahun, namun berdasarkan kondisi masyarakat 
internasional di mana jumlah pengungsi semakin bertambah pasca 
pembentukan UNHCR. maka hingga saat ini UNHCR masih terbentuk dan 
                                                          
8 Kejahatan internasional atau tindak pidana internasional adalah tindak pidana yang menimbulkan 
akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas negara. Akibat dari tindak pidana tersebut 
membahayakan seluruhumat manusia, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari 
negara yang bersangkutan tetapi juga menjadi masaah internasional. Lihat selengkapnya dalam I 
Gede Widhiana Suarda, 2012, Hukum Pidana Internasional Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit 
PT Citra Aditya Bakti, hlm 140. 
9 Tindak pidana Transnasional adalah suatu tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu 
negara, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, ataupun 
pelaku-pelakunya berada terpencar pada dua wilayah negara atau lebih. Ibid. 
10 Ahmad Romsan, Op. Cit. 
11 Nurul, Mandat dan Peran UNHCR dalam perlindungan Pengungsi di Indonesia, Seminar 





diakui sebagai Organisasi Internasional yang menangani Pengungsi.13 
Kasus klasik mengenai pengungsi sebelum dibentuknya UNHCR adalah 
kasus pembantaian etnis Yahudi oleh kekejaman Adolf Hitler yang 
mengakibatkan banyaknya etnis Yahudi melarikan diri dan mengungsi ke 
negara lain. Pada tanggal 30 Januari 1933 Presiden Paul von Hindenburg 
menunjuk Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman.14Tidak lama setelah Hitler 
naik ke tampuk kekuasaan, kisah tragis “holocaust” dimulai, 1 April 1933 
teror anti Yahudi  memuncak, dimulai dengan boikot nasional terhadap 
toko-toko milik Yahudi dan para profesional Yahudi. 
Rezim belia ini juga menetapkan peraturan yang melucuti hak-hak 
perdata Yahudi dan menutup sumber mata pencaharian mereka. Pada 
tahun 1938 orang-orang Yahudi dilarang menjalankan praktek medis dan 
hukum, di samping juga diwajibkan mendaftarkan kekayaan mereka, 
sebagai langkah pendahuluan bagi penyitaan kekayaan orang Yahudi dan 
Aryanisasi. Pada tahun 1939 Hitler mengesahkan program eutanasia 
untuk membersihkan orang-orang Jerman yang dianggap tidak layak 
hidup oleh Nazi. Program eutannasia ini pada dasarnya merupakan 
ujicoba untuk pembunuhan kaum Yahudi.  
Pada tahun 1942 deportasi besar-besaran dimulai.15 Semua orang 
Yahudi Eropa dikumpulkan untuk “ditransmigrasikan ke timur”. Ini artinya 
deportasi dari kota ke Ghetto atau kamp Transito, deportasi dari Ghetto 
                                                          
13Ibid. 





kecil ke yang lebih besar atau dari mana saja ke kamp kematian. Hingga 
Agustus 1941 program eutanasia Nazi telah membunuh 200.000 orang. 
Sekitar 10.000 penganut Jehovah ditangkap dan 4.000 hingga 5.000 
dibunuh. Lebih dari 1.500 penganut Jehovah mati di kamp. Para pejabat 
partai komunis Unisoviet yang ditemukan di kamp tawanan perang 
dibunuh bersama semua tentara Soviet keturunan Yahudi. Dari 5,7 juta 
tawanan perang Soviet, hanya 2,4 juta yang selamat dari perang. 
Diperkirakan 3,3 juta mati sebagai akibat dari eksekusi masal, 
penganiayaan brutal, kelaparan yang disengaja, dan terkena wabah 
pennyakit.16 
Kaum Yahudi yang selamat dari kekejaman Nazi ini kebanyakan 
berusaha meninggalkan Eropa. Tujuan utama imigran tradisional adalah 
Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Australia. Namun, saat banyak 
negara Barat bersimpati pada keadaan mereka, hanya sedikit yang benar-
benar mau menerima Yahudi sebagai imigran. Di Palestina, sambutan 
hangat dari masyarakat lokal sudah menanti. Antara 1944-1948 sebuah 
jaringan luas ilegal (mantan simpatisan Yahudi di Eropa dan Haganah) 
menyelundupkan orang Yahudi yang selamat ke Palestina. Pada  periode 
itu, 66 kapal membawa sekitar 70.000 Yahudi menuju Palestina.17 
Pada 27 November 1947, PBB sepakat untuk mengakhiri Mandat 
Britania terhadap Palestina. Pembahasan tersebut telah di setujui oleh 






Majelis Umum PBB melalui Resolusi No 181.18 Berdasarkan Resolusi 
Majelis Umum PBB No 181 tepat pada 14 Mei 1948 kaum Yahudi di 
Palestina di beri kemerdekaan dengan di dirikannya Negara Israel.19 Sejak 
dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 Israel tidak hanya 
mengamankan negaranya namun beberapakali Israel melakukan ekspansi 
terhadap wilayah kekuasaan Palestina.  
Tindakan yang dilakukan Israel tersebut melanggar Resolusi Majelis 
Umum PBB No 181 dan mematik reaksi negara-negara Arab, yang 
berujung pada perang senjata.20 Perang Arab dan Israel dibagi menjadi 
dua bagian. Pertama, bermula dengan datangnya pasukan Israel 
melawan pasukan Arab non reguler. Kedua dimulai setelah sehari Israel 
mengumumkan kemerdekaannya, disaat pasukan bersenjata Israel 
memasuki daerah Palestina. 
Konfik Israel dan Palestina terus menegang hingga saat ini, melihat 
seriusnya dampak konnflik Israel-Palestina PBB pun mengeluarkan lebih 
dari 500 resolusi untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel 
namun konflik tidak juga mencapai kesepakatan.21 Selain resolusi 
mengenai perdamaian, PBB juga telah membentuk badan United Nations 
Relief and WorksAgency for Palestine Refugees in The Near East yang 
                                                          
18 Zen Abdullah, 2015, Palestina Tanah yang Dijanjikan, Milik Siapa?, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm 
138. 
19 Reesolusi Majelis Umum PBB no. 181 ini berisi pembagian wilayah Palestina menjadi tiga bagian 
yaitu wilayah negara Yahudi mencakup 57%, wilayah negara Palestina mencakup 42% dan wilayah 
Yerusalem dijadikan zona internasional. Lihat lebih lanjut dalam Zen Abdurahman, Ibid, hlm 141, 
20Ibid, hlm 143-144. 
21Kompasiana, “Resolusi PBB untuk Palestina dan Israel” 
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2011/09/22/66-resolusi-pbb-untuk-Palestina-yangdiveto-




selanjutnya akan disingkat UNWRA yang khusus menangani masalah 
pengungsi Palestina. UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB melalui 
Resolusi 302 (IV) tanggal 8 Desember 1949 untuk memberikan bantuan 
langsung dan menjalankan program-program bagi pengungsi Palestina. 
Badan tersebut beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1950.  
Berdasarkan data UNRWA Konflik Israel dan Palestina ini berperan 
besar pada lebih dari 5 juta pengungsi yang tersebar di 61 kamp 
pengungsi yang berada di Yordania, Libanon, Republik Arab Suriah, 
wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.22 Perpindahan penduduk dari suatu 
negara ke negara lain sebenarnya bukanlah solusi yang benar-benar akan 
menyelsaikan masalah pengungsi. Dalam kasus pengungsi Palestina 
misalnya, pasca dibentuknya UNRWA dan pengungsi Palestina berhasil di 
tempatkan di negara timur dekat seperti di Suriah, belakangan ini 
menimbulkan pederitaan baru bagi pengungsi Palestina.  
Nasib pengungsi Palestina di Suriah masih belum jelas. Krisis di 
Suriah semakin memperburuk kondisi pengungsi Palestina di Suriah. 
Awalnya Suriah merupakan salah satu negara Timur Tengah yang aman 
dan tentram, namun setelah di mulainya revolusi yang menghantam 
sebagian besar wilayah Arab yang dimulai dari Mesir. Negara ini terkena 
efek domino, sehinga kondisi negara ini menjadi negara yang tidak aman 
dan berbahaya. 
                                                          
22 UNRWA.org, “Where Does UNRWA Work?” http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85 (Diakses 




Konflik Suriah telah menimbulkan banyak korban, hampir 300.000 
orang tewas, mayoritas warga sipil. Selain itu, hampir 4.000.000 orang 
kehilangan tempat tinggal sehingga mereka ini terpaksa tinggal di kamp 
pengungsian.23 Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 berawal dari 
demonstrasi publik yang menuntut revolusi kemudian berkembang 
menjadi pemberontakan dan konflik kekerasan internal yang sangat 
ekstrim. Bahkan ekstrimnya konflik yang melanda suriah sekarang sudah 
dideskripsikan lebih besar dari sebuah revolusi.24 Kenneth M Pollack dari 
Saban Center For Midle East Policy, mengistilahkan sebagai 
“intercomunal civil war” perang antar komunal.  
Konflik Suriah variannya sudah beragam, tidak bisa lagi diidentikkan 
sebagai sebuah konflik sektarian antara Sunni dan Syiah misalnya,  sudah 
bukan pula revolusi untuk menggulingkan rezim Bashar al Assad namun 
telah berubah menjadi perang sipil, perang dengan ISIS, Kelompok 
pemberontak, serangan udara AS dan Rusia.25 Di tengah konflik rumit 
yang terjadi di suriah tersebut penulis akan memfokuskan masalah pada 
diskriminasi pengungsi Palestinadi kamp Yarmouk Suriah. Berdasarkan 
laporan dari Organisasi Internasional Sahabat Manusia dalam media 
pemberitaan online arrahmah memotret realitas penderitaan para 
                                                          
23 Humanica, 2015, Korban Perang Suriah Hampir 300 Ribu Tewas dan Empat Juta Orang 
Tunawisma, http://www.pikianrakyatonline.com/ Korban-Perang-Suriah-Hampir-300-Ribu-Tewas-
dan-Empat-Juta-Orang-Tunawisma/ (dikases 12 Oktober 2015) 
24Andi Ulfah Tiara Patunru. 2014. Skripsi: Peranan United Nation High Commisioner For Refugees 
(Unhcr) Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara Di Suriah. Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin : Makassar. 
25CNN Indonesia, 2015, Konflik suriah, 
http://images.cnnindonesia.com/visual/2015/10/09/82e5d83e-6000-4422-8e5b-




pengungsi Palestina dan Suriah yang terblokade di kamp Yarmuk dengan 
judul “Kami Masih Hidup”. Organisasi tersebut melaporkan penungsi 
Palestina menjadi korban tewas akibat kelaparan dan ketiadaan obat-
obatan sejak awal blokade tanggal 22 Juli 2013 hingga Februari 2015, 
telah mencapai 166 kasus. Pasukan rezim Suriah dan sekutunya pasukan 
bersenjata dari “Israel” dan Libanon telah memblokade Kamp Yarmuk 
sejak 577 hari berturut-turut.26 
Laporan berjudul “Kami Masih Hidup” menyebutkan, mulai 8 
September 2014, diberlakukan pemutusan suplai air minum, dan pada 18 
April 2013 sebelum terjadinya blokade suplai listrik telah diputus. Tindakan 
tersebut mengakibarkan warga di pengungsian mengalami kondisi hidup 
yang sulit, terutama atas kebutuhan air dan listrik. Laporan “Kami Masih 
Hidup” juga mencatat tindakan keji pasukan rezim Suriah yang menggelar 
serangan udara dan artileri ke gedung dan rumah warga sipil. Sehingga, 
fasilitas umum seperti gedung sekolah, rumah sakit dan sarana ibadah di 
kamp hancur.27 Tercatat 2651 pengungsi Palestina meninggal dunia sejak 
konflik di Suriah. Mayoritas korban meninggal akibat serangan rezim 
militer, baik terkena bom, serangan sniper, kelaparan dan penyiksaan.28 
 
 
                                                          
26 Adiba Hasan, 2015, Nasib pengungsi Palestina di suriah, http://www.arrahmah.com/foto/laporan-
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Pengungsi dan Hak Asasi  Manusia 
Internasional terhadap Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp 
Yarmouk Suriah? 
2. Bagaimanakah mandat United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in The Near East (UNRWA) dalam menangani 
pengungsi Palestina di Suriah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pengungsi dan Hak Asasi 
Manusia Internasional terhadap Diskriminasi Pengungsi Palestina di 
Kamp Yarmouk Suriah. 
2. Untuk mengetahui mandat United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in The Near East (UNRWA) dalam menangani 
pengungsi Palestina di Suriah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi Tinjauan Hukum 
Pengungsi dan Hak Asasi Manusia Internasional terhadap 




2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi mengenaimandat 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 



























A. Hukum Pengungsi Internasional 
1. Definisi Pengungsi  
Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah 
orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan 
negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 
Januari 1951 dan adanya rasa ketakutan yang beralasan akan 
penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, 
keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik 
tertentu yang mereka anut, bagi yang tidak memiliki warga negara. 
mereka berada diluar negara di mana mereka bertempat tinggal 
sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak menginginkan 
perlindungan dari negara teresebut.29 
Sedangkan pengertian pengungsi dalam Protokol 1967 terdapat 
dalam Pasal 1 ayat 2, yaitu :30 
“for the purpose of the present protocol, the term “refugee”shall, 
except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean 
any person within the definition of Article 1 of the convention as if the 
words “As a result of events occurring before 1 January 1951 
and…”and the words”… a result of such events; in Article 1 A (2) were 
committed”. 
                                                          
29Pasal 1 Konvensi tahun 1951. 
30 Kadaruddin. 2012. Hubungan Indonesia dengan Prinsip Non Refoulement Dalam Perspektif 
Hukum Internasional. Tesis. Fakultas Hukum Unniversitas Hasanuddin, Makassar. Lihat pula  




(...dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima 
penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, 
keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat 
politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan 
ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan 
dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai 
kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap 
sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan 
ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya). 
 
Selain definisi menurut Konvensi, para ahli hukum internasional pun 
telah mendefinisikan istilah pengungsi ini. diantaranya adalah Malcom 
Proudfoot yang memberikan gambaran tentang pengungsi berdasarkan 
komentar berikut:31 
“These forced movements, …were the result of the persecution, 
forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the 
authoritarians governments; the transference of ethnic population back 
to their homeland or to newly created provinces acquired by war or 
treaty; the arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign 
states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from 
the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies 
over immense areas of Europe; the forced removal of populations from 
coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation 
for forced labour to bloster the German war effort’. 
(pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain 
akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau 
pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah 
yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka 
atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, 
penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; 
perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya 
serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di 
beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari 
wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, 
serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang 
Jerman) 
 
Sedangkan menurut Pietro Verri memberikan definisi refugee dengan 
mengutip bunyi Pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 





1951 adalah (it) applies to any person who has fled the country of his 
nationally to avoid persecution or the threat of persecution. 
Sebelum diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama individu 
atau kelompok tersebut adalah seorang pencari suaka, seorang pesuaka 
belum tentu merupakan seorang pengungsi. Seorang dinyatakan menjadi 
pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrumen internasional dan/atau 
nasional, sedangkan seorang pengungsi adalah sekaligus seorang 
pencari suaka. Seorang  pencari suaka yang meminta perlindungan akan 
dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi, yang dimulai 
sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.  
Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah 
yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. 
Proses interview tersebut akan melahirkan alasan-alasan yang 
melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan 
atau ditolak.32 
2. Definisi Hukum Pengungsi Internasional 
Hukum Pengungsi internasional adalah turunan dan salah satu 
pengaturan hukum internasional. Hukum pengungsi internasional lahir 
demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi internasional di 
negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan di negara 
tujuan, pengungsi intemasional juga dilindungi oleh negara-negara yang 
                                                          





dilewatinya dalam perjalanan ke negara tujuan mengungsi. Hingga saat ini 
belum ada definisi hukum pengungsi internasional yang dapat 
memberikan kepuasan kepada setiap orang. Namun secara umum dapat 
dikatakan bahwa hukum pengungsi internasional adalah sekumpulan 
peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen 
internasional dan regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan 
terhadap para pengungsi.33 
Dalam dunia intemasional yang mengalami perkembangan baik dari 
segi informasi, teknologi serta juga dalam bidang hukum internasional. 
Sejumlah instrumen internasional menetapkan dan menjelaskan standar-
standar pokok tentang perlakuan terhadap pengungsi. Instrumen yang 
paling penting bagi perlindungan pengungsi adalah Konvensi PBB tentang  
Kedudukan Pengungsi (1951) dan Protokol tentang Kedudukan 
Pengungsi (1967).34 
3. Instrumen Hukum Internasional terkait Pengungsi  
a. Konvensi internasional tentang Status Pengungsi Tahun 1951  
Konvensi 1951 merupakan hasil rekomendasi dari Komisi Hak Asasi 
Manusia PBB yang baru saja dibentuk, konvensi tersebut adalah petunjuk 
dalam menyusun standar perlakuan terhadap pengungsi. Konvensi 
menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, 
termasuk pemenuhan atas hak dasar mereka. Konvensi 1951 juga 
                                                          
33Achmad Romsan dkk, Op. Cit, hlm 86. 
34 Pusham UII, Hak Asasi Manusia dan Pengungsi Lembar fakta Nomor 20, Kampanye Dunia 




menetapkan status hukum bagi pengungsi, dan mencantumkan 
ketentuan-ketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan 
dan kesejahteraan, mengenai surat keterangan jati diri dan dokumen 
perjalanan, mengenai penerapan biaya fiskal, dan mengenai hak mereka 
untuk memindahkan aset miliknya ke Negara lain di mana mereka telah 
diterima dengan tujuan permukiman kembali.35 
Konvensi 1951 tetang Status Pengungsi disahkan tanggal 28 Juli 
1951 oleh United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of 
Refugees and Stateless Person yang dikuatkan dengan Resolusi Majelis 
Umum PBB no 429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Konvensi 1951 mulai 
berlaku pada tanggal 22 April 1954 sesuai dengan ketentuan Pasal 43 
Konvensi.36 Adapun hak-hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi ini  
diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: 
 non diskriminasi, Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh 
memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang 
berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit 
dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya 
serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana 
mereka ditampung (Pasal 3 dan 4).  
Pasal 3 
Non-diskriminasi 
Para Negara Peserta akan memberlakukan ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi ini pada pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, 
agama, atau negara asal. 
                                                          
35 Ridky Johanes Sitorus Pane, 2013, Peranan Badan Pekerja Dan Bantua Perserikatan Bangsa-
Bangsa Untuk Pengungsi Palestina Di Timur Dekat, Skripsi, hlm 55. 






Para Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi yang ada 
di dalam wilayah mereka, perlakuan setidak-tidaknya sebaik seperti 
yang diberikan kepada warga negara mereka, berkenaan dengan 
kebebasan untuk mengamalkan agama mereka, dan kebebasan 
mengenai pendidikan agama anak-anak mereka. 
 
 Hak mengenai status pribadi, para pengungsi diatur sesuai dengan 
hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai 
domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka 
ditempatkan (place of residence). Hak yang berkaitan dengan 
perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan 
Protokol (Pasal 12). 
Pasal 12 
Status pribadi 
1. Status pribadi seorang pengungsi akan diatur oleh undang-undang 
negara domisilinya atau,jika dia tidak mempunyai domisili, menurut 
undang-undang negara tempat tinggalnya. 
2. Hak-hak yang diperoleh sebelumnya oleh seorang pengungsi dan 
tanggungannya mengenai status pribadi, lebih terutama hak-hak 
yang melekat pada perkawinan, harus dihormati oleh suatu Negara 
Peserta, dengan tunduk, kalaupun ini perlu, pada pemenuha 
formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang 
Negara Peserta yang bersangkutan, asalkan hak yang 
dipertanyakan adalah hak yang harus diakui oleh undang-undang 
Negara Peserta yang bersangkutan andaikan dia tidak menjadi 
pengungsi. 
 
 Hak atas kekayaan pribadi, seorang pengungsi mempunyai hak yang 
sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik 
bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya 




dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak 
kesempatan atas hak milik. 
Pasal 13 
Harta kekayaan, bergerak dan tidak bergerak 
Para Negara Peserta akan memberikan kepada seorang pengungsi 
perlakuan sebaik mungkin dan, pada kejadian apa pun, setidak-
tidaknya sama dengan yang pada umumnya diberikan kepada orang-
orang asing lain keadaan-keadaan yang saina, mengenai perolehan 
harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak, dan hak-hak lain yang 
menyinggung ke sana, dan pada sewa dan perikatan lainnya yang 
berkaitan dengan harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak. 
Pasal 14 
Hak-hak seni dan hak milik industri 
Mengenai perlindungan hak milik industri seperti penemuan-
penemuan, desain desain atau model-model, merek dagang, nama 
dagang, dan hak-hak dalam kesusasteraan, karya seni dan karya 
ilmiah, maka seorang pengungsi di negara di mana dia bertempat 
tinggal biasanya, akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang 
diberikan kepada warga negara dari negara yang bersangkutan. Di 
dalam wilayah para Negara Peserta yang lain manapun, dia akan 
diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di dalam 
wilayah tersebut kepada warga negara dari negara di mana dia 
bertempat tinggalnya biasanya. 
Pasal 30 
Pengalihan aset 
1. Suatu Negara Peserta, sesuai dengan undang-undang dan 
peraturanperaturannya akan memperkenankan pengungsi untuk 
mengalihkan aset yang telah mereka bawa masuk ke dalam 
wilayahnya, ke negara lainnya apabila mereka telah diperkenankan 
untuk tujuan-tujuanpemukiman kembali. 
2. Suatu Negara Peserta akan memberikan perhatian yang simpatik 
pada permohonan para pengungsi untuk diperkenankan 
mengalihkan aset ke mana pun mereka mungkin diperlukan atau 
yang diperluka untuk pemukiman mereka kembali di negara lain di 
mana mereka telah diperkenankan masuk. 
 
 Hak untuk berserikat dan berkumpul, negara peserta Konvensi harus 
mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan 






Hak atas perhimpunan 
Mengenai pendirian perhimpunan non-politik dan non-profit dan serika 
buruh, maka para Negara Peserta akan memberikan kepada 
pengungsi yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka 
perlakuan sebaik mungkin yang diberikan kepada warga negara suatu 
negara asing, dalam keadaan-keadaan yang sama. 
 
 Hak atas pengadilan, apabila ada suatu perkara yang dialami oleh 
para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui 
badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama 
dengan warganegara lainnya, jadi mereka mempunyai kebebasan 
untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka 
ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan 
hukum (Pasal 16 ) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan. 
Pasal 16 
Akses ke pengadilan-pengadilan 
1. Seorang pengungsi memiliki akses yang bebas ke pengadilan 
hukum di dalam wilayah semua Negara Peserta. 
2. Seorang pengungsi, di dalam wilayah Negara Peserta, tempat dia 
bertempat tinggal akan memperoleh perlakuan yang sama seperti 
seorang warga negara dalam masalah-masalah yang menyinggung 
akses ke pengadilan terrnasuk bantuan hukum dan pengecualian 
dari cautio judicatum solvi.37 
3. Seorang pengungsi, dalam masalah-masalah yang ditunjuk 
padaayat 2 di negara-negara selain negara di mana dia bertempat 
tinggal akan diberi perlakuan yang diberikan kepada seorang warga 
negara dari negara tempat tinggal. 
 
 hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu 
perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan 
bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti 
                                                          




tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk 
ditempatkan pada suatu pekerjaan yang tepat (Pasal 17, 18 dan 19).  
Pasal 17 
Pekerjaan yang menghasilkan upah 
1. Para Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi yang 
secara sah berdiam di dalam wilayah mereka perlakuan sebaik 
mungkin yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara 
asing dalam keadaan-keadaan yang sama, mengenai hak untuk 
terlibat dalam pekerjaan yang menghasilkan upah. 
2. Bagaimanapun juga, upaya-upaya pembatas yang dikenakan pada 
orang-orang asing atau pekerjaan orangorang asing untuk 
melindungi pasar tenaga kerja nasional tidak dapat diberlakukan 
pada seorang pengungsi yang telah dikecualikan dari mereka, pada 
tanggal mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Peserta yang 
bersangkutan, atau yang memenuhi syarat-syarat berikut: 
a) Dia telah menyelesaikan tiga tahun bertempat tinggal dinegara 
itu; 
b) Dia mempunyai seorang istri yang memiliki kewarganegaraan 
dari negara tempat tinggal. Seorang pengungsi tidak dapat 
meminta kemanfaatan dari ketentuan inijika dia telah 
meninggalkan istrinya; 
c) Dia mempunyai satu orang anak atau lebih yang memiliki 
kewarganegaraan dari negara tempat tinggal. 
3. Para Negara Peserta akan memberikan perhatian yang simpatik 
dalam mengasimilasi hak-hak semua pengungsi berkenaan dengan 
pekerjaan yang menghasilkan upah pada para warga negara 
pengungsi dan terutama para pengungsi yang telah memasuki 
wilayah mereka sesuai dengan program-program rekrutmen tenaga 
kerja atau menurut skema imigrasi. 
Pasal 18 
Pekerjaan sendiri 
Para Negara Peserta akan memberikan kepada seorang pengungsi 
yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka, perlakuan sebaik 
mungkin, dan dalam kejadian apa pun, setidak-tidaknya sama dengan 
yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam 
keadaan-keadaan yang sama mengenai hak untuk melibatkan diri 
demi kepentingannya sendiri dalam bidang pertanian, industri, 
kerajinan tangan, perdagangan, dan untuk mendirikan perusahaan-
perusahaan dagang dan industri. 
Pasal 19 
Profesi-profesi liberal 
1. Setiap Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi yang 
secara sah berdiam di dalam wilayah mereka, yang memiliki ijazah 




Peserta yang bersangkutan, dan yang mendambakan melakukan 
suatu profesi liberal, perlakuan sebaik mungkin dan dalam kejadian 
apa pun, setidak-tidaknya sama dengan yang pada umumnya 
diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang 
sama. 
2. Para Negara Peserta akan menggunakan usaha-usaha terbaiknya 
secara tetap sesuai dengan undang-undang dan konstitusi mereka 
untuk menjamin penyelesaian pengungsi tersebut di dalam wilayah 
selain wilayah metropolitan, di mana untuk hubungan-hubungan 
internasionalnya mereka bertanggung jawab. 
 
 Hak atas kesejahteraan sosial, setiap pengungsi akan dapat 
menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial seperti hak untuk 
bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka 




Apabila terdapat sistem pemberian ransum, yang berlaku pada 
penduduk secara luas dan mengatur distribusi umum produk-produk 
dalam masa kesulitan pemasokan, maka para pengungsi harus 
diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya. 
Pasal 21 
Perumahan 
Mengenai perumahan, para Negara Peserta, sejauh masalahnya 
diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan, atau tunduk 
pada pengawasan para penguasa pemerintah, akan memberikan 
kepada pengungsi yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka 
perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apa pun, setidak-
tidaknya sama dengan yang pada umumnya diberikan kepada orang-
orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama. 
 
 Hak atas pendidikan dan pengajaran Setiap pengungsi berhak pula 
atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk 








1. Para Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi 
perlakua yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara, 
berkenaan dengan pendidikan dasar. 
2. Para Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi 
perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apa pun, setidak-
tidaknya sama dengan yang diberikan kepada orang-orang asing 
pada umumnya dalam keadaan-keadaan yang sama, mengenai 
pendidikan selain pendidikan dasar, dan terutama, mengenai akses 
ke studi-studi, pengakuan sertifikat sekolah asing, ijazah dan 
kesarjanaan, pembebasan ongkos-ongkos dan biaya-biaya, dan 
penerimaan beasiswa. 
 
 Hak kebebasan bergerak Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang 
seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka 
akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial 




Setiap Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi 
yangsecara sah berdiam di dalam wilayahnya hakuntuk memilih 
tempattinggal mereka dan bergerak dengan bebas di dalam 
wilayahnya,dengan tunduk pada setiap peraturan yang dapat pada 
orang- orangasing pada umumnya dalam keadaan-keadaan yang 
sama. 
 
 Hak atas dokumen perjalanan dan surat identitas, setiap pengungsi 
berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalananan ke luar 
dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan 
keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang 
dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara 
peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda 






Para Negara Peserta akan mengeluarkan surat identitas kepada 
pengungsi mana pun yang tinggal di dalam wilayah mereka dan tidak 




1. Para Negara Peserta akan mengeluarkan kepada pengungsi yang 
secara sah berdiam di dalam wilayah mereka, dokumen-dokumen 
perjalanan untuk tujuan bepergian ke luar wilayah mereka, kecuali 
alasan-alasan keamanan nasional yang memaksa atau ketertiban 
umum meminta sebaliknya, dan ketentuan-ketentuan mengenai 
daftar perjalanan padaKonvensi ini harus berlaku berkenaan 
dengan dokumen-dokumen tersebut. Para Negara Peserta dapat 
mengeluarkan dan memberikan dokumen perjalanan tersebut 
kepada pengungsi lain mana pun di dalam wilayah mereka; Para 
Negara Peserta terutama akan memberikan perhatian yang 
simpatik dengan mengeluarkan dokumen perjalanan tersebut 
kepada pengungsi di dalam wilayah mereka yang tidak dapat 
memperolehnya dari negara tempat tinggal mereka yang sah. 
2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan kepada pengungsi 
menurut persetujuan-persetujuan internasional yang sebelumnya 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus diakui dan diperlakukan 
oleh para Negara Peserta dalam cara yang sama seolah-olah telah 
dikeluarkan sesuai dengan Pasal ini. 
 
 Hak untuk tidak diusir Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan 
secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan 
pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta 
tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara 
tidak sah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti 
mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (Pasal 31, 32, 
dan 33).  
Pasal 31 
Pengungsi yang secara tidak sah berdiam di negara tempat 
pengungsi 
1 Para Negara Peserta tidak dapat mengenakan hukuman atas 




pada pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah di 
mana  kehidupan atau kebebasan mereka terancam dalam arti 
ketentuan Pasal 1, memasuki atau berada di dalam wilayah mereka 
tanpa izin dengan syarat mereka menghadapkan diri tanpa 
penundaan kepada para penguasa dan menunjukkan alasan yang 
baik atas masuknya  atau keberadaan mereka secara tidak sah itu. 
2 Para Negara Peserta tidak dapat memberlakukan terhadap arus 
pengungsi tersebut pembatasan-pembatasan selain pembatasan 
yang diperlukan dan pembatasan-pembatasan tersebut hanya akan 
diberlakukan sampai status mereka di negara itu dibuat tetap, atau 
mereka memperoleh izin masuk ke negara lain. Para Negara 
Peserta akan memberikan kepada pengungsi suatu jangka waktu 
yang layak dan semua fasilitas yang perlu untuk memperoleh izin 




1. Para Negara Peserta tidak dapat mengeluarkan seorang pengungsi 
yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka kecuali atas 
alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. 
2. Pengusiran seorangpengungsi tersebut hanya akan dilakukan 
menurut keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum 
yang semestinya. Kecuali alasan-alasan keamanan nasional yang 
memaksa meminta sebaliknya, pengungsi itu hams diperkenankan 
menyampaikan bukti untuk menjelaskan dirinya dan permohonan 
naik banding serta diwakili untuk diajukan di hadapan penguasa 
yang berwenang, atau seorang atau orang-orang yang secara 
khusus ditunjuk oleh penguasa yang berwenang. 
3. Para Negara Peserta akan memberikan kepada seorang pengungsi 
tersebut suatu jangka waktu yang layak yang selama itu untuk 
mencari izin masuk yang sah ke negara yang lain. Para Negara 
Peserta akan menyediakan hak untuk memberlakukan selama 
jangka waktu tersebut, upaya-upaya internal seperti yang mereka 
mungkin anggap perlu. 
 
Pasal 33 
Larangan pengusiran atau pengembalian. ('refoulment') 
1. Tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau 
mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apa pun ke 
perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya 
terancam karena alasan rasnya, agamanya, kewarganegaraannya, 
keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau 
pendapat politik tertentu. 
2. Kemanfaatan ketentuan ini, bagaimanapun juga, tidak dapat 
dituntut oleh seorang pengungsi di mana terdapat alasan-alasan 




negara di mana dia dihukum, atau sedang dihukum dengan 
putusan terakhir mengenai suatu kejahatan berat terutama sekali, 
yang merupakan bahaya terhadap masyarakat negara yang 
bersangkutan 
 
Selain membahas mengenai hak pengungsi, Konvensi 1951 juga 
menjelaskan mengenai beberapa kelompok orang atau gologan 
pengungsi yang tidak berhak memperoleh perlindungan Konvensi.38 
Pasal 1D 
Konvensi ini tidak dapat berlaku bagi orang-orang yang pada waktu 
sekarang sedang menerima perlindungan atau bantuan dari 
organorgan atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain 
Komisi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. 
 
Ketika perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena 
alasan apa pun, tanpa posisi orang-orang tersebut secara pasti 
sedang diselesaikan sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan, 
yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bahgsa, 
orang-orang ini ipsofacto, harus berhak atas 
kemanfaatankemanfaatan dalam Konvensi ini. 
 
b. Protokol tentang Status Pengungsi 1967 
Protokol ini disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 
1186 (XLI), 18  November 1966 dan disetujui Majelis Umum dalam 
Resolusi 2198 (XXI), 16 Desember 1966. Dalam resolusi yang sama 
Majelis Umum meminnta Sekertaris Jenderal untuk menngirimkan naskah 
Protokol kepada Negara-negara seperti yang disebut pada Pasal 
5,39dengan tujuan diberikan persetujuan atas Protokol. Protokol berlaku 
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pada 4 Oktober 1967.40Protokol tentang Status pengungsi 1967 ini 
bertujuan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah 
Perang Dunia II, terutama pengungsi yang timbul karena konflik politik di 
Afrika di tahun 1950-an dan tahun 1960-an.  
Kelompok pengungsi ini jelas tidak masuk dalam definisi pengungsi 
menurut Konvensi tahun 1951 yang lebih menekankan pada kejadian 
sebelum 1 Januari 1951.41 Definisi pengungsi berdasarkan Protokol 1967 
lebih bersifat universal. Protokol 1967 merupakan independent instrument. 
Artinya negara boleh ikut serta pada Protokol tanpa harus menjadi peserta 
pada Konvensi 1951.42 
c. The Fourth Geneva Convenntion Relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War (1949) 
 
Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 mengatur tentang 
perlindungan warga sipil pada waktu terjadi perang. Pengaturan dalam 
konvensi yang berkaitan dengan pegungsi diatur dalam bagian II berjudul 
Aliens in the Territory of a Party to The Conflict, dalam Pasal 44 
disebutkan bahwa negara yang sedang bertikai tidak boleh 
memperlakukan para pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan 
dari suatu negara seperti musuh dari negara mana ia bermusuhan. 
Secara jelas di sebutkan sebagai berikut:43 
“In applying the measures of control mentioned in the present 
Convention, the Detaining Power shall not as enemy aliens exclusively 
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Obor, Jakarta, hlm 658. 
41 Ahmad Romsan dkk, Op. Cit, hlm 89. 
42Ibid 




on the basis of their nationality de jure of an enemy State, refugees 
who do not, in fact, enjoy the protection of any goverment.” 
(Dalam langkah pengawasan dan mengaplikasikan yang disebutkan 
dalam Konvensi ini, negara penahan tidak boleh memperlakukan 
pengungsi dan orang asing yang tidak mendapatkan perlindungan dari 
negara manapun sebagai musuh, atas dasar kewarganegaraan de 
jure mereka dari negara musuh) 
Perlindungan terhadap pengungsi dan orang-orang yang tidak 
memiliki kewarganegaraan saat terjadi pertikaian bersenjata  diatur dalam 
protokol tambahan 1977 tepatya dalam Pasal 73: 
“Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as 
as statless persons or refugees under the relevant international 
instrument accepted by the parties concerned or under the national 
legislation of the State of refugee or State of residence shall be 
protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth 
Convention, in all circumstances and without any adverse distiction.” 
(seseorang yang sebelum konflik dimulai, dipertimbangkan sebagai 
seseorang tanpa kewarganegaraan atau pengungsi dibawah 
instrumen internasional yang telah relevan diterima oleh negara 
peserta atau dibawah perundang-undangan negara asal pengungsi 
atau negara tempat pengungsi tinggal akan menjadi seseorang yang 
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam bagian I dan III dari 
Konvensi keempat, dalam semua kondisi dan tanpa berbagai 
pembedaan yang merugikan” 
Terhadap para pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan 
termasuk orang-orang yang dilindungi menurut ketentuan bagian I dan III 
Konvensi jenewa IV, sejauh orang-orang tersebut memenuhi kriteria 
instrumen internasional di mana negara itu menjadi negara peserta 
ataupun sesuai dengan kriteria hukum negara tersebut.44 
 
 
                                                          




d. Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 
Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial diadopsi oleh Majelis Umum 
PBB tanggal 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII) dan hanya 
terdiri dari empat Pasal.45 Tujuan dari Deklarasi ini adalah untuk 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan 
hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya 
maupun yang bersifat kemanusiaan dan di dalam mengembangkan dan 
menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 
semua orang tanpa didasarkan pada perbedaan ras, jenis kelamin, 
bahasa ataupun agama.46 
4. Beberapa Istilah yang Berkaitan dengan Pengungsi 
a. Migran Ekomomi (Economic Migrant) 
Person who in pursuit of employment or a better over all standard 
of living (that is, motivated by economic considerations), leave 
their country to take up residence elsewhere.47 
 
b. Pengungsi Sur Place (Refugees Sur Place) 
A person who was not a refugee when she left her country, but 
who became at a letter date. A person who becames a refugee sur 
place due to circcumstances arising in her country of origin during 
her absence.48 
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c. Pengungsi Statuta (Statutory Refugees) 
Person who meet the definitions of international instruments 
concering refugees prior to the 1951 Convention are usually 
referred to as “statutory refugees.49 
 
 
d. Pengungsi Perang (War Refugees) 
Persons compelled to leave their country of origin as result of 
international or national armed conflicts are not normally 
considered refugees under the 1951 Convention of 1967 Protocol. 
They do, however, have the protection provided for in other 
international instrumens, i.e. the Geneva Convention of 1949, 
et.al. in the case of forces invasion and subsequent occupation, 
occupying forces may begin to persecute segments of the 
populations. In such cases, asylum seekers may meet the 
conditions of the convention definition.50 
 
e. Pengungsi Mandat dan Pengungsi Statuta 
- Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang 
yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai 
dengan fungsi, wewenang, atau mandat yag ditetapkan oleh 
statuta UNHCR. Istilah pengungsi yang diperguakan terhadap 
para pengungsi yang berada di bawah kewenangan atau 
mandat UNHCR, seperti orang-orang yang diakui sebagai 
pengungsi oleh UNHCR, dimanapun mereka berada, sebelum 
berlakunya Konvensi 1951 pada 21 April 1954 dan/atau 
sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967, dan 
orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang 
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berada di luar Negara-negara pihak pada Konvensi 1951 sejak 
22 April 1954 dan/atau Protokol 1967 (sesudah berlakunya 
Protokol ini pada 4 Oktober 1967) 
- Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk  pada 
orang-orang yang berada dalam wilayah Negara-negara pihak 
pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya Konvensi ini 
pada 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah 
berlakunya Protokol ini pada 4 Oktober 1967), yang statusnya 
sebagai pengungsi diakui oleh Negara-negara pihak Konvensi 
1951 dan/atau Protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan 
atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen 
tersebut.51 
 
f. Pengungsi Dalam Negeri (Internally Displace Persons/IDPs) 
Istilah displace person (DPs) digunakan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk 
menunjuk orang-orang di Sudan, yang karena terjadi konflik 
bersenjata internal di nnegara itu terpaksa meninggalkan 
kampung halamannya untuk pergi ke tempat yang lebih aman 
tetapi masih di wilayahnya sendiri. 
 
 





g. Orang-Orang Tanpa Warga Negara (Stateless Persons) 
Orang yang termasuk dalam kategori stateless person adalah 
setiap orang baik sejak kelahirannya atau akibat perubahan dalam 
negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. 
 
5. Badan PBB yang menangani Masalah Pengungsi 
a. United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) 
UNHCR berada di bawah wewenang Majelis Umum PBB dan The 
Economic and Social Council (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCRterdiri 
atas 85 negara anggota, dan dipimpin oleh seorang High Commissioner 
(saat ini dipimpin oleh António Guterres, PerdanaMenteri Portugal) yang 
dipilih oleh Majelis Umum PBB. Setiap tahunHigh Commissioner harus 
melaporkan kinerja UNHCR kepada ECOSOCdan Majelis Umum PBB. 
UNHCR diatur oleh Sidang Umum PBB dan The Economic and Social 
Council (ECOSOC). Komisioner Tinggimelaporkan kinerja UNHCR kepada 
ECOSOC dan Sidang Umum PBB. 
Sejak diputuskan untuk mendirikan kantor UNHCR pada 1 Januari 
1951 sejak itu pula mandat dari UNHCR secaraberkala diperpanjang 
dalam waktu 5 tahun berturut-turut. UNHCR saat inimenangani lebih dari 
17 juta pengungsi di seluruh dunia. Kantor UNHCR bertempat di Jenewa, 
Swiss, dan mempunyai perwakilan di lebihdari 100 Negara.  
UNHCR adalah lembaga internasional yang diberi mandat untuk 




memberikan solusi yang permanen terhadap para pegungsi dengan jala 
membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya maupun 
organisasi-organisasi kemausiaann yang terkait untuk memberikan 
fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi52. Ruang lingkup 
kewenangan UNHCR mencakup baik terhadap pengungsi yang ada 
sebelum Perang Dunia II maupun terhadap pengungsi yang baru muncul 
setelah terbentuknya UNHCR.53 
b. United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA) 
 
Badan Bantuan dan Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dibentuk berdasarkan 
Resolusi 302 (IV) Majelis Umum tanggal 8 Desember 1949 dan mulai 
beroperasi tanggal 1 Mei 1950. UNRWA bertanggung jawab langsung 
atas lebih dari 750.000 pengungsi Palestina di lima wilayah operasi (Tepi 
Barat, Gaza, Jordania, Lebanon, dan Syria).54 
UNRWA merupakan badan subsider PBB yang telah diberi mandat 
untuk memberikan bantuan langsung dan program pekerjaan kepada 
pengungsi Palestina di wilayah operasinya. UNRWA dipimpin oleh 
seorang Commissioner (saat ini dipimpin oleh Pierre Krahenbuhl).55 
Mereka yang berada di luar wilayah operasi UNRWA atau mereka yang 
memang tidak memenuhi definisi “pengungsi Palestina” tidak dapat 
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menjadi pengungsi di bawah badan ini. UNRWA melakukan perubahan 
berdasarkan ketentuan Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 dengan 
memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pertolongan 
pertama bagi para pengungsi yang terdaftar di badan ini.56 Staf UNRWA 
berdasarkan data UNRWA berjumlah 28.000 orang, termasuk diantaranya 
20.000 bekerja di bidang pendidikan dan 4.000 di bidang kesehatan.57 
B. Hak Asasi Manusia 
1. Definisi 
Pengertian Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disingkat HAM) 
sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak 
manusia lahir kedunia.58 Seperti yang dikemukakan Niken Savitri bahwa 
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa 
pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat 
sosial manusia tertentu.59Menurut John Locke, HAM adalah hak yang 
diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang alami. Artinya hak 
asasi manusia sifatnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga 
bersifat suci60. Miriam Budiardjo membatasi gagasan hak asasi manusia 
sebagai hak manusia yang telah diperoleh dan dilakukan bersamaan 
dengan lahir atau kehadirannya di masyarakat61. Kesadaran masyarakat 
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internasional mengenai pentingnya hak asasi manusia adalah faktor yang 
mendorong adanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 
tahun 1948. Pada perkembangannya Duham terbagi lagi menjadi dua 
kovenan dasar Bill Of Human Rights yaitu Kovenan Internasional tetang 
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Kovenan 
Internsional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL). 
2. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen utama 
dari peraturan perundang-undangan Interasional (International Bill Of 
Human Rights), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. 10 
Desember 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi perkembangan 
pemikiran tentang eksistensi manusia . DUHAM diyakini sebagai reverensi 
artikulasi kehidupan dan kemartabatan manusia di seluruh dunia.62 
Walaupun sering kali dilupakan, DUHAM sendiri hanya merupakan bagian 
pertama dari resolusi Sidang Umum yang terkait. Ketika DUHAM diterima, 
resolusi itu juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk 
menyebarluaskan isi deklarasi tersebut.63 
Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup 
sekumpulan hak Sipil, Politik, budaya, Ekonomi dan sosial individu 
maupun beberapa hak kelompok. Adapun hak asasi manusia yang tidak 
disebutkan dalam DUHAM adalah hak menentukan nasib sendiri, hak atas 
kekayaan dan sumberdaya alam, hak atas pembangunan, hak atas suatu 
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lingkungan yang memuaskan, status hukum serta hak-hak penduduk asli 
dan masyarakat adat. Dalam hukum internasional sifat dari perjanjian 
yang berbentuk deklarasi tidak mengikat secara hukum.64 Dalam kekuatan 
hukum dan implementasinya DUHAM memang tidak mengikat namun di 
hormati sebagai suatu kaidah oleh negara-negara dan bisa diadopsi pula 
menjadi sebuah perundang-undangan seperti yang diterapkan di 
Indonesia. 
3. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 1966 
 
Hak-hak yang tercantum dalam kovenan ekonomi, sosial dan budaya 
ini merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia, sebab apabila 
salah satu hak ini tidak terpenuhi manusia bisa mati. Contohnya hak atas 
pangan ketika hak pangan tidak terpenuhi maka manusia tersebut bisa 
mati kelaparan. Oleh karena itu dalam memenuhi Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya ini diperlukan campur tangan pemerintah. Hak dan 
kebebasan yang tercantum dalam kovenan internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya ini merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di 
bagian akhir DUHAM.  
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini 
diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi 
berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI) pada tanggal 
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16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.65 
Pasal 2 kovenan Ekosob berisi mengenai ketentuan yang paling penting 
dalam memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu: 
Pasal 2  
 
1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil 
langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan 
dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan 
teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif 
mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh 
Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan 
pengambilan langkah-langkah legislatif.  
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa 
hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa 
diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau 
sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.  
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi 
manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan 
sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi 
yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing. 
Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari Pasal 2 Kovenan Ekosob 
bukan hanya menuntut negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara 
agar tidak bertindak pasif.66 secara garis besar Hak-hak yang terkandung 
dalam kovenan ekosob ini antara lain hak atas pangan, hak air, hak atas 
perumahan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak 
atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup.67 Selanjutnya, pada tahun 
1985 Dewan Ekosob melengkapi kovenan tersebut dengan membentuk 
Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari 18 pakar 
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independen di bidang hak-hak asasi atas kapasitas pribadi.68 Tugas 
Komite tersebut adalah mempelajari laporan-laporan dari negara-negara 
pihak dan membahasnya dengan wakil-wakil pemerintah yang 
bersangkutan.69 
4. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 
Kovenan Hak Sipil dan Politik memberikan dampak hukum kepada 
Pasal 3-21 DUHAM. Semua hak dalam kovenan merupakan hak untuk 
semua orang. Namun demikian terdapat batasan terhadap anak-anak 
yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam 
pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang 
terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih 
berada di bawah pengendalian orangtua. Namun demikian, sebagaimana 
ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak-anak memiliki 
hak yang sama dengan orang dewasa70. 
Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengandung hak-
hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya 
suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk 
hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh 
negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan 
menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu. 
Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan 
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demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara. Hak-hak 
kebebasan jarang sekali bersifat absolut, mereka biasanya dapat 
dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi hak 
seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk kedalam rumah 
orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak pidana.71 
Hak-hak yang termuat dalam Hak Sipil dan Politik diantaranya hak 
untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak kebebasan 
menyampaikan pendapat, hak beragama dan berkeyakinan, hak untuk 
memilih dan dipilih dsb.  Hak asasi manusia akan terus berkembang dan 
berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tidak dapat dikatakan bahwa 
dengan mencapai hak-hak yang tercantum di dalam kedua kovenan 
tersebut berarti sebuah negara telah memenuhi semua hak asasi 
manusia.72 Perjanjian mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dengan protokol 
pertamanya mulai berlaku pada bulan Maret 1976.  
Kovenan ini juga memiliki suatu komite yaitu Komite Hak-hak Asasi 
Manusia (Human Rights Committee) yang juga beranggotakan 18 pakar 
independen atas kapasitas pribadi. Tugas dari komite ini adalah untuk 
mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh negara pihak tentang 
tindakan-tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan 
dari perjanjian.73 
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a.  Pengertian 
Menurut Black’s Law Dictionary diskriminasi adalah the effect of a law 
or established practice that confers privileges on a certain class because 
of race, age, sex, nationality, religion, or handicap.74 Menurut Kamus 
hukum Diskriminasi adalah setiap perbedan, pengecualian atau pilihan 
yang di dasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan 
politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang dapat 
mengakibatkan hilangnya atau kurangnya persamaan kesempatan atau 
persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Memberikan 
perbedaan perlakuan mengutamakan seseorang atau sekelompok orang 
dari yang lain, dalam pemberian imbalan dan penghargaan, promosi dan 
tindakan disiplin.75 Menurut Konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi ras, yang di maksud dengan diskrimiasi adalah: 
Pasal 1 Ayat (1) 
Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala 
bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan 
berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku 
bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau 
merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar 
persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat 
yang lain.  
 
Diskriminsi dalam hukum internasional terbagi menjadi beberapa jenis 
diantaranya: Diskriminasi Ras, Diskriminasi Gender, Diskriminai Sistemik, 
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Diskriminasi terhadap perempuan, dsb. Jika melihat pada Pasal 2 
Deklarasi Umum HAM yang menyatakan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dimuat dalam 
Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul 
kebangasaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun 
status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan 
atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional 
dari negara atau daerah dari mana seorang berasal, baik dari negara 
merdeka, wilayah-wilayah perwakilan, jajahan, atau berasal dari 
wilyah di bawah batasan kedaulatan lainnya.” 
 
Isi dari deklarasi tersebut merupakan cakupan dari prinsip non 
diskriminasi walaupun tidak disebutkan secara jelas kata diskriminasi di 
dalamnya. Prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep utama dalam 
hukum hak asasi manusia. Prinsip ini dinyatakan dalam semua instrumen 
pokok hak asasi manusia, dengan sejumlah bentuk diskriminasi yang di 
larang.76 Tidak setiap perbedaan dalam perlakuan berarti diskriminasi. 
Prinsip persamaan perlakuan dilanggar apabila perbedaan yang dilakukan 
tanpa pembenaran yang obyektif dan rasional. Setiap pembenaran harus 
diukur dalam kaitannya dengan tujuan dan akibat dengan pertimbangan 
dan memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat diartikan, jika tidak ada 
hubungan proposional yang rasional antara cara yang digunakan dan 
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b. Konvensi Internasional Terkait Diskriminasi 
Berdasarkan perkembangannya Hak Asasi manusia sangat 
melindungi dan mencegah terjadinya diskriminasi. Perlindungan dan 
pencegahan diskriminasi terdapat dalam beberapa Konvensi 
internasional antara lain: Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Perempuan 1979, Konvensi 
Persamaan Upah 1951, Konvensi Mengenai Diskrminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan) 1958, Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan 
Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (Apartheid) 1975, 
Deklarasi mengenai Prasangka Ras dan Rasial 1978, Konvensi 
Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan 1960, Protokol 
Pembentukan Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik yang Bertanggung Jawab 
atas Penyelesaian Perselisihan di Antara Negara Pihak Berkaitan dengan 
Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan 1962, Deklarasi 
mengenai Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi Agama dan 
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan. 
C. Pengungsi dan Hak Asasi Manusia 
Pengungsi adalah kelompok manusia yang rentan terhadap perlakuan 
yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara di mana 
mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan 
tidak meniliki dokumen perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau 




karena tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan 
mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu.78 Oleh karena itu para 
pegungsi sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM dan 
pengungsi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan HAM. HAM 
diterapkan dengan tidak membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa 
atau agama. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua 
negara-negara di dunia ini telah menjadi peserta dari Konvensi-Konvensi 
internasional HAM, di mana dalam Pasal-Pasal tersebut banyak memuat 
hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di negara mereka.79 
Tidak semua hak-hak para pengungsi di atur dalam instrumen HAM 
internasional namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap 
para pengungsi yaitu hak untuk tidak dipulangkan kembali ke negaranya 
secara pakasa diatur dalam instrument HAM internasional. dalam 
Konvensi 1951 dikenal dengan prinsip non refoulment80, prinsip ini diatur 
juga dalam hukum internasional yang telah diakui oleh negara-negara 
atau bangsa-bangsa yang beradab, sehingga walaupun suatu negara 
belum meratifikasi Konvensi 1951 dan mendapati negaranya menjadi 
tempat persinggahan (transit) oleh para pengungsi ke negara tujuan 
mereka, wajib menerima pengungsi yang datang ke negara tersebut, 
memperlakukannya secara adil dan manusiawi sama halnya dengan 
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warga negaranya atau warga negara asing yang berada di dalam wilayah 
suatu negara secara resmi, dengan tidak membeda-bedakan serta tidak 
boleh memulangkan pengungsi tersebut secara paksa.81 
Hukum pengungsi internasional dihubungkan dengan HAM 
internasional yang fokus untuk menjaga martabat dan kesejahteraan 
masing-masing individu. Kedua prinsip HAM ini sering di gunakan untuk 
Meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi.82 Terdapat 25 buah 
Konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM dan beberapa 
diantaranya telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia. 
Deklarasi Umum HAM 1948 menjabarkan hak-hak dasar yang 
dihormati secara universal walaupun tidak mengikat secara hukum tetapi 
ada kewajiban moral dari seluruh negara di belahan dunia yang 
merupakan bagian dari masyarakat internasional untuk 
menghormatinnya. Adapun Konvensi HAM internasional yang berkaitan 
dengan pengungsi adalah dua Konvensi utama yang biasa dikenal 
sebagai Bill of Human Rights yaitu kovenan internasional tentang hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights) dan kovenan  internasional tentang hak-hak sipil dan 
politik (International Covenant on Civil and Political Rights) adalah dua 
buah Konvensi yang mengkodifikasi hak-hak tersebut menjadi bentuk 
mengikat (legally binding).83 
                                                          
81Ibid, hlm 200. 
82 UNHCR pengenalan tentang perlindungan internasional, dalam Iin Karita Shakarina, Ibid, hlm 
203. 




Selain kedua kovenan tersebut terdapat beberapa instrument lainnya 
yang sangat berkaitan dengan perlindungan pengungsi dan dapat 
digunakan untuk melindungi pengungsi seperti International Convention 
on the Right of the Child, Convention on the Ellimination of All Forms of 
Discrimination Againts Women, Konvensi internasional mengenai 
penghapusan segala bentuk Ras Diskriminasi 1965, Konvensi PBB 
tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak 
manusiawi atau menghinakan 1989, Konvensi internasional mengenai 





















A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih lokasi penelitian, 
yaitu: 
1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi 
literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan- 
bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan 
dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, 
jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang 
terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.Kedua teknik 
ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan 








C. Jenis Data 
Adapun jenis data yang diperoleh yaitu: 
1. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 
narasumber terkait. 
2. Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah, publikasi resmi dari UNRWA dan United Nations, dan 
data-data lain yang diperoleh secara langsung (hard copy) maupun 
yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet (soft copy). 
 
D. Sumber Data 
Sumber yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
adalah: 
1. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
2. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
 
E. Analisis Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang 
diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan 
literatur-literatur lain serta hasil wawancara dengan pakar hukum yang 
berhubungan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh penulis akan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Hukum Pengungsi dan Hak Asasi Manusia Internasional 
terhadap Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk 
Suriah 
 
1. Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional Terhadap 
Diskriminasi Penngungsi Palestina di Kamp Yarmouk Suriah 
Diskriminsi merupakan suatu masalah kemanusiaan yang hingga saat 
ini masih belum terselesaikan. Larangan terhadap diskriminasi 
merupakan bagian dari keseteraan HAM. Oleh karena itu, salah satu 
tujuan utama PBB adalah untuk melawan segala bentuk diskriminasi.84 
Usaha melawan segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh PBB 
tercermin dalam Konvensi-Konvensi yang diselenggarakannya.  
Adapun Konvensi Internasional yang merupakan usaha PBB melawan 
segala bentuk diskriminasi adalah Konvensi tentang Penghapusan 
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Perempuan 1979, Konvensi 
Persamaan Upah 1951, Konvensi Mengenai Diskrminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan) 1958, Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan 
Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (Apartheid) 1975, 
Deklarasi mengenai Prasangka Ras dan Rasial 1978, 
KonvensiMenentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan 1960, Protokol 
Pembentukan Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik yang Bertanggung Jawab 
                                                          





atas Penyelesaian Perselisihan di Antara Negara Pihak Berkaitan dengan 
Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan 1962, Deklarasi 
mengenai Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi Agama dan 
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan, dsb. 
Dilihat dari konvensi-konvensi internasional tersebut bentuk diskriminsi 
di dunia ini sangat beragam. Kesetaraan dan non diskriminasi merupakan 
pilar-pilar perlindungan HAM, kriteria perbedaan yang sangat tidak 
disetujui dan tergolong diskriminasi adalah pembedaan terhadap ras, 
warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal usul kebangsaan dan 
sosial, orientasi seksual, usia, ketidak mampuan/cacat, menjadi anggota 
suatu kelompok minoritas/masyarakat adat. Larangan diskriminasi ini 
merupakan suatu langkah perlindungan HAM yang dapat diterapkan 
terhadap seluruh manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali pengungsi, 
walaupun status mereka adalah seorang pengungsi mereka tetap memiliki 
hak yang sama terhadap perlindungan dari segala bentuk diskriminasi 
yang di larang. 
Demi menjamin perlindungan dan persamaan HAM bagi pengungsi 
maka lahirlah hukum pengungsi internasional. Hukum pengungsi 
internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang lahir demi 
menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi di negara tujuan 
mengungsi dan juga telah memberikan suatu standar minumum 




pengungsi internasional berlaku untuk seluruh pengungsi yang telah 
diakui statusnya.85 Standar perlindungan pengungsi berdasarkan hukum 
pengungsi internasional secara garis besar diatur dalam Konvensi 1951 
dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Berdasarkan Konvensi 
tersebut para pengungsi yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi 
pada prinsipnya sama dengan warga negara dari negara yang menerima 
mereka dalam hak untuk memilik tempat tinggal mereka dan HAM lainnya 
seperti hak yang sama atas pangan, pendidikan, pekerjaan, dsb.86 
Seharusnya hukum pengungsi internasional bisa melindungi pengungsi 
dari diskriminasi dan segala bentuk pelanggaran HAM yang ada di negara 
tempat penggungsi tersebut ditempatkan. Namun pada kenyataannya 
masalah mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM masih sering 
dialami oleh pengungsi. Salah satu kasus diskriminasi dan pelanggaran 
HAM adalah kasus pengungsi Palestina di kamp Yarmouk Suriah. 
Kamp Yarmouk adalah kamp pengungsi Palestina yang terbesar di 
Suriah. Kamp Yarmouk didirikan pada tahun 1957, kamp ini terletak 8 KM 
dari pusat kota Damaskus dan menempati area 2,1 kilometer persegi 
untuk menampung 148.500 pengungsi Palestina yang terdaftar.87 Pasca 
terjadinya konflik konndisi kamp Yarmouk sangat memprihatinkan dan 
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sangat rentan terkenna pelanggaran HAM. Bahkan menurut laporan 
UNRWA kondisi pengungsi Palestina di Suriah sangat rentan, sejak 
sebelum pecahnya konflik pada tahun 2011. Walaupun pengungsi 
Palestina di Suriah memiliki banyak hak-hak yang sama dengan warga 
sipil Suriah lainnya. Namun nasib pengungsi Palestina masih tertinggal 
dibandingkan populasi tuan rumah terutama dalam masalah 
pembangunan. Salah satu contoh masalah yang terjadi adalah pengungsi 
memiliki tingkat kematian bayi lebih tinggi dan tingkat pendaftaran sekolah 
yang lebih rendah, dan ketidak pastian masa depan mereka. Masalah 
tersebut merupakan kondisi yang harus di hadapi oleh para pengungsi di 
13 kamp yang berada di Suriah untuk jangka panjang. Pasca terjadinya 
konflik pengungsi Palestina juga sangat rentan dan memprihatinkan.88 
Tindakan berupa pemblokadean, pemutusan suplai air dan listrik, 
serta pemblokiran bantuan kemanusiaan merupakann diskriminasi dan 
pelanggaran HAM yang mengakibatkan kesengsaraan bagi pengungsi 
Palestina di kamp. Seperti yang telah penulis paparkan dalam rumusan 
masalah sebelumnya bahhwa diskriminasi dan pelanggran HAM  di kamp 
tersebut bermula sejak 22 Juni 2013 lalu, kamp yang berisi pengungsi 
Palestina ini diblokade oleh pasukan bersenjata rezim Suriah dan 
sekutunya, kemudian pada tanggal 8 September 2014 diberlakukan 
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pemutusan suplai air dan 18 April 2013 sebelum terjadinya pemblokadean 
diberlakukan pemutusan suplai listrik. 
Tidakan yang dilakukan oleh rezim Suriah merupakan suatu 
pembedaan yang di golongkan sebagai diskriminasi karena terjadi prinsip 
pelanggaran persamaan, pembedaan yang dilakikann oleh rezim 
merupakan pembedaan tanpa adanya pembenaran yang objektif dan 
rasional, tindakan yang dilakukan rezim tidak diukur berdasarkan 
hubungan proposionalitas yang rasional antara cara yang digunakan dan 
tujuan yang hendak di capai.89 Tindakan diskriminatif yang dilakukan 
rezim tersebut telah menyita perhatian dunia. Bahkan Amerika dan 
sekutunya menggunnakan aksi militer sebagai tindakan pembenaran 
untuk melindungi hak sipil dari ancaman kemanusiaan negara.90 
Tindakan Amerika menggunakan aksi miiliter tersebut melanggar hak 
kedaulatan Suriah, namun perlindungan hak asasi manusia  tidak bisa 
diabaikan begitu saja.91 Dalam ketentuan hukum internasional yang 
berlaku, intervensi dapat dilakukan apabila terdapat izin atau kehendak  
dari pemerintah negra yang sedang konflik, namun izin tersebut tidak 
                                                          
89pemblokadean tersebut hanya berlaku di beberapa wilayah saja, adapun wilayah yang diblokade 
oleh rezim pemerintahan Suriah ini diantaranya Aleppo, Homs, dan beberapa wilayah di Damaskus 
(termasuk Yarmouk)Abdul Manan, 2014, DK PBB setujui Resolusi bantuan kemanusiaan di 
Suriahhttp://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-Bantuan-
Kemanusiaan-Suriah (dikases 2 Desember 2015) 
90 Masni Handayani Kinsal, 2014, Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum 
Internasional, Lex et Societatis Vol. II No. 3. April 2014, Manado, hlm 106. 
91Masalah mengenai prinsip non-intervensi ini telah di atur dalam Piagam PBB sebagai norma 
hukum universal. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PBB atas 
dasar asas kesetaraan kedaulatan bagi seluruh anggotanya. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan suatu 
larangan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kebebasan suatu 
negara, dan yang tidak kalah penting Pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Piagam PBB tidak 





berlaku untuk tindakan-tindakan perlindungan HAM internasional, 
perlindungan HAM internasional dapat dilakukan tanpa perlu adanya izin 
atau kehendak pemerintah yang bersangkutan.92Selain itu hukum 
internasionalpun mengesahkan intervensi apabila disertai mandat dari 
Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga 
perdamaian dan keamanan internasional.93 
Berdasarkan pengaturan internasional yang ada, telah disepakati 
bahwa masalah kemanusiaan bukanlah masalah yang dapat diabaikan 
walaupun negara tersebut sedang dalam konflik. Bahkan dalam keadaan 
darurat, sekalipun itu keadaan perang, penguasa militer dan aparatur 
keamanan pada umumnya harus tetap tunduk pada prinsip dan jaminan 
hukum internasional. instrumen internasional seperti hukum kemanusiaan 
harus tetap dihormati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya 
penguasa militer ataupun aparatur keamanan harus tetap berada di 
bawah kendali hukum yang bersifat demokratis. Hak asasi manusia pada 
pokoknya harus tetap dijunjung dan di hormati semaksimal mungkin.94 
tindakan diskrimintif berupa pemblokadean, pemutusan suplai listrik 
dan air serta diblokirnya bantuan kemanusiaan di kamp Yarmouk dan 
beberapa wilayah lain di Suriah mengakibatkan kondisi yang sangat 
memprihatinkan. Melihat kondisi memprihatinkan tersebut,PBB 
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mengeluarkan Resolusi No. 2139 yang menuntut semua pihak terutama 
pihak berwenang Suriah, agar segera memberikan akses kemanusiaan 
yang cepat, aman dan bebas hambatan bagi badan-badan kemanusiaan 
PBB, termasuk menuntut kepastian lintas garis konflik dan lintas batas 
untuk mempercepat proses pemberian bantuan kemanusiaan.95 
Dewan sangat mengutuk pelanggaran luas hak asasi manusia dan 
hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Suriah 
dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk mencabut pengepungan 
daerah permukiman.96Persetujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 
2139 yang merupakan resolusi tentang krisis kemanusiaan untuk 
pertamakalinya disepakati oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB 
termasuk oleh Cina dan Rusia yang selama ini dikenal dunia internasional 
sebagai pendukung Bashar al Assad.97Seluruh anggota Dewan 
Keamannan PBB tersebut sepakat untuk mengirimkan pesan yang kuat 
kepada pihak-pihak yang bertikai agar penyaluran bantuan kemanusiaan 
seperti makanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk warga sipil 
yang terperagkap dalam konflik tidak diblokir.98 
Namun, pasca disetujuinya resolusi tersebut pada taggal 22 Februari 
2014 kondisi pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk masih 
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96 Abdul Manan, Op. Cit.  
97 Rusia dan Cina telah beberapa kali melindungi Bashar al Assad selama perang suriah 
berlangsung. Kedua negara ini pernah memveto tiga resolusi yang mengutuk pemerintak suriah 
dan mengancam untuk memberikan sanksi terhadap Pemerintah Bashar al Assad lihat lebih lanjut 





memprihatinkan. Pengungsi Palestina masih mengalami kesulitan bantuan 
makanan, bahkan dalam laporkan UNRWA pada tanggal 18 Maret 
2014mennyatakan bahwa selama 17 hari tidak ada makanan di Kamp 
Yarmouk, kondisi tersebut terjadi sejak tanggal 28 Februari 2014.99 
Blokade kamp  Yarmouk membuat pengungsi Palestina di Kamp 
tersebutsangat menderita dan menimbulkann terauma. Komisaris 
Jenderal UNRWA Filippo Grandi  sangat terkejut melihat kondisi Kamp 
Yarmouk,Grandi menyatakan100 : 
“I am deeply disturbed and shaken by what I observed today. The 
Palestine refugees with whom I spoke were traumatized by what they 
have lived through, and many were in evident need of immediate 
support, particularly food and medical treatment. What I have seen 
and heard today underlines the timeliness of the UN Security Council 
resolution 2139 on Humanitarian Access and the need for all sides to 
implement the resolution without fail.....Yarmouk Camp has been 
sealed since July 2013, resulting in acute and widespread deprivation, 
including severe malnutrition, while civilian residents are constantly 
exposed to the threat of death, injuries and trauma of the armed 
conflict” 
(saya merasa terpukul dan terguncang dengan apa yang saya amati 
hari ini. para pengungsi Palestina yang mengungkapkan kepada saya 
tentang rasa terauma akibat hidup yang mereka lalui, dan 
membutuhkan banyak sekali penerangan berupa bantuan, terutama 
makanan dan perawatan kesehatan. Apa yang saya lihat dan dengar 
hari ini menekankan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2139 dalam 
akses bantuan kemanusiaan  dalam waktu yang tepat dan 
memerlukan kepastian seluruh  pihak untuk mengimplementasikan 
resolusi tersebut..... kamp Yarmouk telah ditutup sejak 2013,  
menyebabkan kondisi genting dan kerugian yang tersebar luas, 
termasuk gizi buruk yang sangat parah, sedangkan pemukiman sipil 
seringkali di sorot sebagai ancaman kematian, kekerasan dan 
terauma akibat konflik bersenjata) 
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Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya bahwa pengungsi 
merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya 
dan kaidah hukum pengungsi internasional telah menatur standar 
minimum perlindungan pengungsi. Kasus yang terjadi di Suriah tersebut 
merupakan pelanggaran terhadap kaidah hukum pengungsi internasional 
yang telah di atur di dalam Konvensi 1951. Adapun Pasal-Pasal yang di 
langgar adalah sebagai berikut: 
Pasal 3 
Non-diskriminasi 
Para Negara Peserta akan memberlakukan ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi ini pada pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, 
agama, atau negara asal. 
 
Dalam Pasal tersebut jelas tercantum mengenai ketentuan kepada 
negara agar memberlaukan prinsip non diskriminasi dalam 
memperlakukan pengungsi di wilayah negaranya, namun dalam 
kenyataannya di kasus yang terjadi di kamp Yarmouk, pengungsi 




Apabila terdapat sistem pemberian ransum, yang berlaku pada 
penduduk secara luas dan mengatur distribusi umum produk-produk 
dalam masa kesulitan pemasokan, maka para pengungsi harus 
diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya. 
 
Walaupun tidak disebutkan secara langsung,Pasal 20 ini merupakan 
Pasal yang meganut prinsip larangan diskriminasi. seperti yang telah 




untuk melawan segala bentuk diskriminasi.101 berdasarkan Pasal tersebut 
bisa di artikan bahwa dalam kondisi kesulitan walaupun itu perang atau 
masa kesulitan apapun pangan merupakan hal yang sangat penting, oleh 
karena itu dalam kondisi kesulitan pengungsi berhak atas pemberian 
ransum yang sama dengan warga sipil lainnya. Namun dalam kasus yang 
terjadi di kamp Yarmouk Suriah, para pengunsi Palestina justru kesulitan 
mendapatkan bantuan kemanusiaan terutama bantuan makanan, bahkan 
seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa di kamp 
pengungsian tersebut tidak mendapatkan jatah makanan selama 17 hari 
berturuut-turut. Berdasarkan kaidah hukum pengungsi internasional yang 
tercatum dalam Pasal 21 Konvensi 1951 tentang pengungsi di bandingkan 
dengan kejadian yang terjadi di kamp Yarmouk maka kita dapat melihat 
bahwa terjadi pelanggaran yang telah di lakukan oleh rezim Suriah 
terhadap hukum pengungsi internasional. 
Pasal 26 
Kebebasan bergerak 
Setiap Negara Peserta akan memberikan kepada pengungsi 
yangsecara sah berdiam di dalam wilayahnya hakuntuk memilih 
tempattinggal mereka dan bergerak dengan bebas di dalam 
wilayahnya,dengan tunduk pada setiap peraturan yang dapat pada 
orang- orangasing pada umumnya dalam keadaan-keadaan yang 
sama. 
Seperti yang kita ketahui dalam sebuah perang blokade merupakan 
suatu strategi yang di gunakan untuk mengepung musuh agar tidak bebas 
bergerak dan melakukan hubungan dengan negara atau wilayah lain. 
Namun blokade yang terjadi di kamp Yarmouk merupakan tindakan yang 
                                                          




tidak dapat di benarkan berdasarkan Pasal 26 Konvensi 1951 ini dan 
berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2139 yang memberikan 
sanksi kepada pemerintah Suriah agar segera mencabut blokade di 
wilayah pemukiman sipil. Karena seperti yang penulis telah paparkan 
sebelumnya bahwa kamp Yarmouk merupakan kamp pengungsi yang 
terdiri dari pengungsi yang memiliki hak yang sama dengan warga sipil 
lainnya. 
Tidakan yang dilakukan pemerintah Suriah telah melanggar ketentuan 
Konvensi 1951 ini yaitu melanggar prinsip non diskriminasi, hak 
kebebasan bergerak, dan pemberian ransum. Namun berdasarkan 
ketentuan pasal 1D Konvensi 1951 yang menyatakan: 
Konvensi ini tidak dapat berlaku bagi orang-orang yang pada waktu 
sekarang sedang menerima perlindungan atau bantuan dari 
organorgan atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain 
Komisi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. 
 
Ketika perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena 
alasan apa pun, tanpa posisi orang-orang tersebut secara pasti 
sedang diselesaikan sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan, 
yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bahgsa, 
orang-orang ini ipsofacto, harus berhak atas 
kemanfaatankemanfaatan dalam Konvensi ini. 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengungsi Palestina yang 
berada di bawah mandat UNRWA yang beroprasi sejak 1950 hingga saat 
ini, tidak berhak atas kemanfaatan Konvnsi 1951 kecuali jika pengungsi 
tersebut sudah tidak dalam mandat UNRWA. Hal tersebut dapat diartikan 
bahwa pengungsi Palestina tidak memiliki hak-hak pengungsi yang 




dimiliki oleh pengungsi Palestina diatur dalam resolusi-resolusi yang 
dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB seperti Resolusi Majelis Umum PBB 
No. 194 (III) tanggal 11 Desember 1948, Majelis Umum PBB seperti 
Resolusi Majelis Umum PBB No. 212 (III) tanggal 19 November 1948, 
Majelis Umum PBB seperti Resolusi Majelis Umum PBB No. 2252 (ES-V) 
4 Juli 1967, dan Majelis Umum PBB seperti Resolusi Majelis Umum PBB 
No. 302 (IV) tanggal 8 Desember 1949, di dalam resolusi tersebut 
terdapat perlindungan terhadap pengungsi Palestina. Adapun hak yang 
dimiliki oleh pengungsi Palestina yang tercantum di dalam resolusi 
tersebut adalah hak untuk dikembalikan ke negara asalnya dan apabila 
pengungsi tersebut memilih untuk tetap tinggal di negara pemberi suaka 
maka pengungsi tersebut memiliki hak pemukiman kembali, hak 
rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial dan hak pembayaran kompnsasi 
atas kerusakan dan kehilangan properti milik pengungsi oleh pemerintah 
yang bertanggung jawab di wilayah tempat mereka tinggal sebelumnya. 
Paragraf 18 Resolusi Majelis Umum PBB No. 194 (III) 
Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at 
peace with their neighbours should be permitted to do so at the 
earliest practicable date, and that compensation should be paid for the 
property of those choosing not to return and for loss of or damage to 
property which, under principles of international law or in equity, 
should be made good by the Governments or authorities responsible; 
Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, 
resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees 
and the payment of compensation, and to maintain close relations with 
the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, 





(Memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke kampung 
halaman mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus 
diijinkan untuk melakukannya, dan mereka harus diberi kompensasi, 
untuk mereka yang memilih untuk tidak kembali dan memilih untuk 
kehilangan atau kerusakan properti yang mana, di bawah prinsip-
prinsip persamaann hukum internasional, harus dilakukan baik oleh 
Pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab; Menginstruksikan 
Komisi Konsiliasi untuk memfasilitasi pemulangan, pemukiman 
kembali dan rehabilitasi ekonomi dan sosial para pengungsi dan 
pembayaran kompensasi, dan untuk mempererat hubungan dengan 
Direktur Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, dengan organ-
organ yang tepat dan lembaga PBB lainnya) 
Ketentuan dalam resolusi-resolusi Majelis Umum untuk pengugsi 
Palestina tersebut tidak mengikat negara-negara timur dekat untuk 
memenuhi hak pengungsi sehingga pengungsi Palestina di wilayah timur 
dekat khususnya yang berada dalam mandat UNRWA, selain itu 
pengungsi Palestina tidak berhak atas kemanfaatan dalam Konvensi 1951 
sangat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Suriah 
saat ini. Selain hukum pengungsi internasional dalam Konvensi 1951 tidak 
berlaku untuk pengungsi Palestina, Suriah juga belum meratifikasi 
Konvensi 1951 tentang status pengungsi sehingga pelanggaran yang 
dilakukan oleh rezim Suriah terhadap konvensi tersebut tidak dapat di 
tuntut.  
Selain melanggar ketentuan dalam Konvensi 1951, tindakan yang 
dilakukan oleh rezim Suriah telah melanggar ketentuan perlindungan 
pengungsi dalam hukum humaiter internasional. Pengaturan perlindungan 
pengungsi dalam hukum humaniter tersebut berada dalam Konvensi 




The Conflict, dalam Pasal 44 disebutkan bahwa negara yang sedang 
bertikai tidak boleh memperlakukan para pengungsi yang tidak 
mendapatkan perlindungan dari suatu negara seperti musuh dari negara 
mana ia bermusuhan. Secara jelas di sebutkan sebagai berikut: 
“In applying the measures of control mentioned in the present 
Convention, the Detaining Power shall not as enemy aliens exclusively 
on the basis of their nationality de jure of an enemy State, refugees 
who do not, in fact, enjoy the protection of any goverment.” 
(Dalam langkah pengawasan dan mengaplikasikan yang disebutkan 
dalam Konvensi ini, negara penahan tidak boleh memperlakukan 
pengungsi dan orang asing yang tidak mendapatkan perlindungan dari 
negara manapun sebagai musuh, atas dasar kewarganegaraan de 
jure mereka dari negara musuh) 
Selain dalam Pasal 44 ketentuan mengenai perindungan pengungsi 
juga tercantum dalam Pasal 73 Protokol 1977, yaitu: 
“Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as 
as statless persons or refugees under the relevant international 
instrument accepted by the parties concerned or under the national 
legislation of the State of refugee or State of residence shall be 
protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth 
Convention, in all circumstances and without any adverse distiction.” 
(seseorang yang sebelum konflik dimulai, dipertimbangkan sebagai 
seseorang tanpa kewarganegaraan atau pengungsi dibawah 
instrumen internasional yang telah relevan diterima oleh negara 
peserta atau dibawah perundang-undangan negara asal pengungsi 
atau negara tempat pengungsi tinggal akan menjadi seseorang yang 
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam bagian I dan III dari 
Konvensi keempat, dalam semua kondisi dan tanpa berbagai 
pembedaan yang merugikan” 
Kedua Pasal tersebut merupakan pengaturan dalam hukum humaniter  
yang memberikan perlindungan terhadap pengungsi dalam keadaan 
konflik. Ketentuan perlindungan pengungsi dalam Pasal 44 Konvensi 




untuk seluruh pengungsi termasuk pengungsi Palestina. Berdasarkan data 
yang penulis dapatkan Suriah merupakan negara yang telah meratifikasi 
kesia konvensi tersebut. Sehingga dapat dikatakan rezim Suriah dapat 
dituntut atas pelanggaran terhadap kedua pasal tersebutdan dengan 
adanya ketentuan dalam Pasal tersebut seharusnya pemerintah Suriah 
melindungi pengungsi Palestina yang berada di kamp Yarmouk, namun 
kenyataannya pengungsi di kamp Yarmouk mendapatkan diskriminasi dan 
pelanggaran HAM. 
2. Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap 
Diskriminasi Pengungusi Palestina di Kamp Yarmouk Suriah 
 
Dalam rangka mencapai tujuannya menegakkan HAM, PBB  telah 
mengatur berbagai kerangka perindungan bagi seluruh umat manusia 
tanpa terkecuali. Artinya manusia yang menjadi tujuan perlindungan PBB 
bukan hanya warga sipil negara Amerika dan sekutunya atau hanya 
warga sipil yang memiliki pengakuan dari suatu negara saja namun 
perlindungan HAM yang menjadi tujuan PBB adalah untuk seluruh 
manusia termasuk pengungsi. 
Pengungsi yang merupakan kelompok manusia yang rentan terhadap 
perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di 
negara di mana mereka mengungsi.102Berdasarkan hukum hak asasi 
manusia yang berlaku, pengungsi juga berhak mendapatkan 
perlindungan HAM yang sama dengan warga sipil lainnya di manapun 
                                                          




mereka berada. Dalam memberikan perlindungan dan perlakuan 
terhadap pengungsi, negara tempat pengungsi tinggal harus memberikan 
hak yang sama seperti warga sipil lainnya tanpa melihat status mereka 
sebagai pengungsi. oleh karena itu seperti yang penulis paparkan 
sebelumnya bahwa dalam penegakan HAM yang menjadi tujuan PBB 
terdapat prinsip larangan diskriminasi yang juga menjadi salah satu 
tujuan utama PBB dalam menegakkan HAM di dunia ini.103 karena selain 
kemompok individu memerlukan perlindungan dari serangan fisik, suatu 
kelompok individupun memerlukan perlindungan dari perlakuan 
diskriminatif, kedua perlindungan tersebut merupakan hal yang sangat 
penting dalam upaya penegakkan HAM.104 
Berdasarkan pemaparan di atas bisa dikatakan bahwa HAM telah 
mengatur seperagkat standar minimum dan aturan prosedural yang 
terjalin secara longgar untuk hubungan antar manusia, yang menjadi 
fokus utama dari HAM adalah kehidupan dan martabat manusia.105 
Martabat manusia di langgar ketika mereka menjadi subjek penyiksaan, 
terpaksa hidup dalam perbudakan dan kemiskinan seperti tidak adanya 
pangan, pakaian, dan perumahan yang minimum.106Diskriminasi berupa 
pemblokadean, pemutusan suplai air dan listrik serta pemblokiran akses 
bantuan kemanusiaan merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM 
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diantaranya pelanggaran hak kebebasan bergerak, hak atas air107, hak 
atas pangan dan kesehatan.  
Tindakan rezim telah menyengsarakan warga sipil dan pengungsi 
yang berada di wilayahnya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 
No. 2139, resolusi tersebut sangat mengutuk tindakan yang dilakukan 
rezim Suriah yang menyegsarakan rakyat sipil. Adapun Konvensi tentang 
HAM yang telah di langgar oleh pemerintah Suriah terkait diskriminasi 
pengungsi Palestina di kamp Yarmouk akan penulis paparkan sebagai 
berikut: 
 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 
Sebagaimana kita ketahui bahwa Deklarasi Umum HAM 1948 
merupakan acuan dasar penegakkan HAM di dunia ini, Deklarasi ini telah 
mengatur mengenai perlindungan HAM secara luas. Adapun pelanggaran 
yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap deklarasi ini adalah: 
Pasal 1  
Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan 
hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan 
hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat 
persaudaraan.  
 
Pasal 2  
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang 
tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk 
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
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keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan 
sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.  
Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status 
politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana 
seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, 
wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di 
bawah batas kedaulatan lainnya.  
 
Pasal 3  




Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam 
urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-
menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap 
kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat 
perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.  
1) Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal 
dalam batas-batas setiap Negara.  
2) Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk 
negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.  
 
Pasal 25  
1) Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, 
termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan 
kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas 
keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh 
pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang 
mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar 
kekuasaannya.  
2) Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan 
khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar 
perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.  
 
 
 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik 1966 
 
Hak atas kebebasan bergerak pengungsi di kamp Yarmouk telah 
dilanggar akibat adanya pemblokadean yang dilakukan oleh rezim Bashar 




dalam Kovenan Sipol 1966, adapun pasal yang mengatur hak kebebasan 
telah diatur dalam pasal 12 yang menyatakan: 
Pasal 12  
1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, 
berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih 
tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.  
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, 
termasuk negaranya sendiri.  
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali 
pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan 
nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat,  
 
 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 1966 
Seperti yang telah penulis kemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa 
dalam memenuhi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini diperlukan 
campur tangan pemerintah. Suatu pemerintahan melanggar hak dalam 
kovenan ini ketika mengabaikan hak ekosob manusia yang berada di 
wilayah negaranya. Adapun Pasal yang dilanggar dalam Kovenan ini 
terkait diskriminasi berupa pemboladean, pemutusan suplai listrik dan air 
serta diblokirnta bantuan kemanusiaan yang terjadi di kamp Yarmouk 
Suriah adalah: 
Pasal 11 
1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 
standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk 
pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi 
hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-
langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan 
mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan 
kesepakatan sukarela. 
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar 
dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual 




langkah-langkah termasuk program-program khusus yang 
diperlukan untuk; 
3. Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi 
pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik 
dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan 
tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau 
memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga 
mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang efisien;  
4. Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai 
kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-
negara pengimpor dan pengekspor pangan.  
 
 
Pasal 12  
1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk 
menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik 
dan mental.  
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada 
Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus 
meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:  
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati 
dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;  
b) perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;  
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit 




 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Ras 1965 
 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 
merupakan salah satu bentuk penegakkan HAM yang menjadi tujuan 
PBB. Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya, Suriah telah terbukti 
melakukan suatu diskriminasi dengan disetujuinya Resolusi Dewan 
Keamanan PBB No. 2139 karena telah memblokade kamp Yarmouk yang 
mengakibatkan sulitnya akses bantuan kemanusiaan bahkan hingga 




Keamanan PBB No. 2139 dan Presiden Suriah telah sepakat untuk 
mencabut pengepungan dan memberikan kemudahan akses bantuan 
kemanusiaan, pengungsi Palestina di kamp Yarmouk masih mengalami 
kelaparan akibat penghentian bantuan makanan, pengungsi di kamp 
tersebut hidup 17 hari tanpa makanan.108 Diskriminasi merupakan 
pembedaan yang tidak dapat di benarkan dan merupakan bagian dari 
pelanggaran dalam kaidah HAM internasional. Adapun Pasal-pasal yang 
dilanggar dalam konvensi ini,adalah: 
Pasal 2  
1. Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji 
menggunakan semua sarana yang memadai, segera melakukan 
kebijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya, 
dan mengembangkan pengertian di antara semua ras, dan untuk 
mencapai tujuan ini :  
a) a)setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam 
tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, 
kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua 
aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional 
maupun daerah, harus bertindak  sesuai dengan kewajiban ini;  
b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, 
membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh 
siapapun atau organisasi manapun;  
c) Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang 
efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di 
tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut 
atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang 
berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di 
manapun;  
d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri 
diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan 
cara-cara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang 
apabila keadaan membutuhkan;  
e) Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, 
organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam 
cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan 
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mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan 
ras.  
2. Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus 
mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, 
ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin 
perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok 
ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan 
menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-
tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan 
dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-
kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan 
itu tercapai.  
 
Pasal 5  
Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam 
pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan 
menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak 
setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan 
sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama 
untuk menikmati hak di bawah ini:  
a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan 
badan-badan peradilan lain;  
b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari 
kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat 
Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;  
c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk 
memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, 
ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah 
umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan 
yang sama atas pelayanan umum;  
d) Hak sipil lainnya, khususnya:  
i. Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam 
wilayah Negara yang bersangkutan;  
ii. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya 
sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;  
iii. Hak untuk memiliki kewarganegaraan;  
iv. Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;  
v. Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun 
bersama dengan orang lain;  
vi. Hak waris;  
vii. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;  
viii. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;  
ix. Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;  
x. Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, 




perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak 
sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan 
menguntungkan;  
xi. Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;  
xii. Hak atas perumahan;  
xiii. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, 
jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;  
xiv. Hak atas pendidikan dan pelatihan;  
xv. Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan 
kebudayaan;  
xvi. Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan 
manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat 
umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, 
dan taman.  
 
 
 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat 
Manusia 1984 
Karena adanya pembiaran terjadinya kekerasan, terauma dan korban 
mati akibat kelaparan di Kamp Yarmouk tersebut maka pemerintah Suriah 
pun telah melanggar Konvensi Penyiksaan (Connvention Againts Torture) 
Pasal 1  
1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan 
rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun 
rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau 
keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan 
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau 
diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk 
suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit 
dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, 
dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal 
itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya 
dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang 
berlaku.  
2. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau 
peraturan perundang- undangan nasional yang benar-benar atau 
mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan 





Pasal 16  
1. Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan 
hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak 
termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 
1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan 
atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat 
pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. 
Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 
10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap 
tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman 
lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia. 
2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap 
perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang 
perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan 
ekstradisi atau pengusiran. 
 
Hukum HAM internasional berlaku untuk seluruh umat manusia, 
termasuk pengungsi tanpa memperdulikan status resmi mereka, oleh 
karena itu hukum HAM internasional merupakan standar yang berguna 
dalam menentukan mutu perlakuan yang diberikan negara suaka kepada 
pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya. Hukum HAM sangat penting 
diperhatikan dalam memperlakukan pengungsi terutama bagi negara-
negara yang belum menjadi peserta perjanjian Pengungsi yaitu Konvensi 
1951 dan Protokol 1967. Walaupun hukum pengungsi internasional dalam 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memberikan hak bagi pengungsi 
Palestina yang berada di bawah mandat UNRWA di timur dekat. Namun 
ketentuan HAM dalam instrumen internasional yang ada seperti hak atas 




berlaku untuk melindungi seluruh manusia termasuk pengungsi Palestina 
yang berada di bawah mandat UNRWA.109 
 
B. Mandat United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees (UNRWA)di Suriah 
 
UNRWA merupakan badan khusus PBB yang memiliki mandat 
terhadap pengungsi Palestina di wilayah Timur dekat yang didirikan 
berdasarkan Resolusi 302 (IV) Majelis Umum tanggal 8 Desember 1949 
dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1950. UNRWA bertanggung jawab 
langsung atas lebih dari 750.000 pengungsi Palestina di lima wilayah 
operasi (Tepi Barat, Gaza, Jordania, Lebanon, dan Syria).110UNRWA 
memiliki mandat awal untuk memberikan bantuan langsung dan program 
pekerjaan untuk pengungsi Palestina, dengan maksud untuk mencegah 
kondisi kelaparan, kesusahan dan memberikan kondisi damai dan 
stabilitas yang lebih lanjut. 
Selain itu berdasarkan perkembanngannya UNRWA diberi mandat 
untuk bekerja sama dengan pemerintah mengenai langkah-langkah 
sementara untuk memberikan bantuan untuk pengungsi Palestina. Peran 
UNRWA di wilayah kerjanya telah berkembang untuk memberikan 
kebutuhan dan mengurangi tekanan terhadap pengungsi Palestina. 
Namun mandat untuk UNRWA melindungi dan membantu pengungsi 
                                                          
109Hukum HAM berlaku untuk siapa saja, termasuk pengungsi tanpa mempedulikan status resmi 
mereka, maka hukum ini merupakan standar yang berguna dalam menentukan mutu perlakuan 
yang diberikan negara suaka kepada pengungsi dan pencari suaka, lihat lebih lanjut dalam Iin 
Karita Shakarina, Op. Cit, hlm 205. 
110 UNRWA.org, “Where Does UNRWA Work?” http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85 




Palestina tetap tidak berubah. Dalam melaksanakan mandatnya UNRWA 
selalu berusaha untuk membantu pengungsi Palestinauntuk mencapai 
potensi pembangunan sumberdaya manusia para pengungsi yang lebih 
baik.111 Pengungsi yang berada di bawah mandat UNRWA memiliki syarat 
yang berbeda dengan yag berada di bawah madat UNHCR. Syarat 
pengungsi di dalam mandat UNRWA adalah pengungsi harus memenuhi 
syarat sebagai pengungsi Palestina dalam definisi UNRWA dan berada di 
wilayah Timur Dekat. 
UNRWA mendefinisikan Pengungsi Palestina sebagai "orang yang 
sehari-hari bertempat tinggal di Palestina selama periode 1 Juni 1946 
namun pada tanggal 15 Mei 1948 harus kehilangan rumah dan mata 
pencaharian sebagai akibat konflik 1948. Setiap orang yang tidak 
memenuhi definisi “pengungsi Palestina” maka ia tak terdaftar di bawah 
badan ini.  
Pengungsi Palestina merupakan orang-orang yang kehilangan tempat 
tinggalnya akibat konflik 1948. Kebanyakan dari mereka yang kehilangan 
tempat tinggalnya lebih memilih meninggalkan kampung halaman, untuk 
meminta perlindungan kepada negara-negara tetangga dan menjadi 
pengungsi akibat adanya rasa takut dan ancaman di tempat mereka 
berasal. Salah satu negara tujuan para pengungsi Palestina adalah 
Suriah. Mayoritas pengungsi Palestina di Suriahberasal dari bagian utara 
                                                          






Palestina, diantaranya Safed, Haifa, Acre, Tiberias, dan Nazaret. 
Beberapa pengungsi tiba di Suriah melalui Lebanon, beberapa datang dari 
Galilea dan lembah Hula ke dataran tinggi Golan, dan lain-lain yang 
datangdari Palestina ke Yordania dan tujuan akhirnya adalah Suriah.112 
 
Peta diaspora penduduk Palestina113 
Pengungsi Palestina di Suriah menempati 13 kamp pengungsian 
diantarannya adalah Ein el Tal, Homs, Hama, Jaramana, Khan Dunoun, 
Latakia, Khan Eshieh, Neirab, Qabr Essit, Sbeineh, Yarmouk, Dera'a. Tiga 
diantara kamp tersebut merupakan kamp yang tidak resmi (Ein el Tal, 
Latakia dan Yarmouk)  yang di dirikan oleh pemerintah setempat untuk 
                                                          
112Sherifa Shafie. 2003. FMO Research Guide  Palestinian refugees in Syria 
www.forcedmigration.org/.../palestinian-refugees-in-syria (Diakses tanggal 18 Desember 
2015) 





membantu memberikan tempat tinggal kepada pengungsi.114 Dalam 
menjalankan mandatnya UNRWA harus memperhatikan ketentuan HAM 
internasionalyang berlaku.  
Dalam melaksanakan mandatnya untuk melindungi dan membantu 
pengungsi Palestina UNRWA selalu berusaha untuk membantu pengungsi 
Palestinauntuk mencapai potensi para pengungsi Palestia dalam 
pembangunan sumber daya manusia.Adapun  bentuk bantuan pelayanan 
untuk mencapai potensi pembangunan sumberdaya manusia para 
pengungsi Palestinatersebut adalah pendidikan, perawatan kesehatan, 
bantuan dan pelayanan sosial, infrastruktur dan perbaikan kamp, dan juga 
pinjaman keuangan mikro. Pasca terjadinya konflik di Suriah mandat 
UNRWA semakin bertambah, UNRWA selalu berusaha memberikan 
bantuan yang diperlukan pengungsi Palestina di saat konflik berlangsung 
seperti bantuan makanan, perlindungan, pendidikan darurat, kesehatan 
darurat, dsb. Adapun bentuk-bentuk pelayanan dalam melaksanakan 
mandat UNRWA akan penulis jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan 
berikut: 
1) Pendidikan 
Pendidikan adalah program UNRWA terbesar, terhitung lebih dari 
separuh anggaran tetap UNRWA digunakan untuk mendanai bidang 
                                                          
114 UNRWA, Where We Work?,http://www.unrwa.org/where-we-work/syria/camp-profiles?field=16 




pendidikan.115 Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam Konvensi 1951 
yang merupakan konvesi dasar bagi perlindungan hak asasi pengungsi 
sebagai manusia, salah satu hak tersebut adalah hak atas pendidikan. 
Deklarasi Umum HAM 1948 telah mengatur hak atas pendidikan bagi 
suluruh umat manusia, hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 26: 
Pasal 26  
1) Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-
cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan 
dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus 
terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus 
terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.  
2) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya 
kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan 
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan 
harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di 
antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib 
untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-
Bangsa dalam memelihara perdamaian.  
3) Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan 
yang akan diberikan pada anaknya.  
 
Selain diatur dalam pasal 26 DUHAM, hak atas pendidikanpun telah diatur 
dalam Pasal 13 Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya: 
Pasal 13  
1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang 
atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan 
pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan 
harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan 
kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa 
pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara 
efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa 
pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua 
kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.  
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk 
mengupayakan hak tersebut secara penuh:  
                                                          




a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma 
bagi semua orang;  
b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan 
teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan 
terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya 
melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;  
c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata 
atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya 
melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;  
d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau 
ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum 
menyelesaikan pendidikan dasar mereka;  
e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus 
secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus 
dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus 
diperbaiki.  
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan 
orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-
anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang 
memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau 
disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa 
pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 
mereka.  
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai 
pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan 
untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang 
prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan 
dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga 
itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara. 
 
Menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk 
membantu setiap anak mencapai cita-citanya, UNRWA diberikan 
mandatuntuk menjalankan program pendidikan untuk pengungsi 
Palestiina di wilayah Timur Dekat. Selama lebih dari 60 tahun UNRWA 
selalu memastikan bahwa semua anak pengungsiPalestina memiliki akses 
ke pendidikan yang berkualitas.116 Visi Program Pendidikan UNRWA 
adalah: 
                                                          





“Develops the full potential of Palestine Refugees to enable them to be 
confident, innovative, questioning, thoughtful, tolerant and open 
minded, upholding human values and religious tolerance, proud of 
their Palestineidentity and contributing positively to the development of 
their society and the global community”.117 
(mengembangkan potensi maksimal yang dimiliki oleh pengungsi 
Palestina untuk memiliki rasa percaya diri, inovatif, bijaksana, toleran, 
dan pemikiran yang terbuka, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 
dan toleransi agama, bangga dengan identitas Palestina mereka dan 
berkontribusi positif dalam perkembangan sosial dan masyarakat 
global) 
 
Dalam mencapai visinya UNRWA menyediakan pendidikan dasar 
gratis bagi sekitar setengah juta anak-anak pengungsi Palestina. UNRWA 
beroperasi di 677 sekolah dasar dan persiapan di lima wilayah 
operasinya, serta menyediakan delapan sekolah menengah di Lebanon. 
Selain itu, UNRWA menyediakan pelatihan kejuruan dan pendidikan tinggi 
di delapan pusat pelatihan keterampilan kerja untuk 7.000 pengungsi 
Palestina dan untuk 2.100 siswa di 2 fakultas ilmu pendidikan dan 
lembaga pelatihan guru (satu di Tepi Barat dan satu di Yordania). Salah 
satu pencapaian pendidikan UNRWA adalah tingkat pengungsi yang 
dapat membaca, merupakan yang tertinggi di Timur Tengah.118Selain 
memberikan pengetahuan dan keterampilan, UNRWA jugamenyediakan 
dukungan psikososial, terintegrasi keterampilan hidup dandukungan 
bermain aman dan dukungan dibidang pelajaran.119 
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Sistem pendidikan UNRWA merupakan penerapan dari visi program 
pendidikan UNRWA.120Dalam melaksanakan mandatnya dibidang 
pendidikan UNRWA tidak hanya menyediakan sarana pendidikan gratis 
namun juga menyediakan program beasiswa universitas bagi para 
pengungsi Palestina yang berprestasi namun tidak mampu membayar 
pendidikan tinggi.121 Program beasiswa untuk pengungsi Palestina ini 
direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 51/127 
pada tanggal 13 Desember 1996 dengan judul: "Penawaran oleh Negara 
Anggota dari hibah dan beasiswa untuk pendidikan tinggi, termasuk 
pelatihan kejuruan bagi para pengungsi Palestina.”  
UNRWA telah menyediakan program pendidikannya di Suriah sejak 
sebelum terjadinya konflik di negara tersebut. Sebelum terjadi konflik 
Suriah, terdapat 118 sekolah yang di dirikan UNRWA berupa pendidikan 
dasar dan menengah yang berjalan pada dua shift untuk memberikan 
pendidikan kepada sekitar 67.300 siswa yang terdaftar.Pengungsi 
Palestina yang berstatus sebagai siswasangat rentan terhadap efek dari 
konflik di Suriah. Karena sebagian besar sekolah UNRWA berada dalam 
kamp-kamp pengungsi Palestina. Daerah tersebut telah mengalami 
kekerasan serius seperti yang terjadi di kamp Yarmouk. Kekerasan dan 
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kerusakan yang terjadi di kamp terrsebut telah banyak mempengaruhi 
pendidikan yang disediakan UNRWA.122 
Kekerasan, kerusakan, penutupan dan faktor-faktor lain, telah 
menghancurkan sebagian dari 118 sekolah dan pada bulan Maret 2014 
hanya tersisa 42 sekolah di Suriah. Untuk menanggulangi para siswa 
yang kehilangan sekolahnya, UNRWA memohon izin kepada pemerintah 
Suriah untuk mendidik beberapa siswa di 43 sekolah milik pemerintah. 
UNRWA berkoordinasi dengan pemerintah agarpemerintah bersedia 
memberikanizin terhadap UNRWA untuk menggunakan sekolah tersebut 
di sore hari, saat ini permohonan tersebut telah disetujui Departemen 
Pendidikan Suriahdan sebagian siswa bisa bersekolah menggunakan 
gedung sekolah milik pemerintah.123 
Hingga saat ini hanya ada 44.000 pengungsi Palestina yang terdaftar 
sebagai siswa sekolah dasar dan menengah, jumlah tersebut merupakan 
penurunan 30% dari jumlah siswa sebelum konflik terjadi. UNRWA telah 
berupaya mengembangkan pendidikan untuk pengungsi Palestina salah 
satu upayanya dengan cara bekerja sama dengan badan/organisasi 
internasional lain seperti UNICEF, GAPAR dan lembaga masyarakat pada 
berbagai strategi. Langkah tersebut dilakukan UNRWA untuk 
meminimalkan gangguan dan dampak buruk dari konflik, kepada siswa 
yang menjadi tanggung jawab UNRWA.  
                                                          






Selain itu untuk menanggulangi dampak buruk konflik dan 
ketertinggalan para siswa UNRWA telah mengembangkan bahan belajar 
mandiri, memberikan program musim panas, mengatur akses 
pemeriksaan dan menekankan kesejahteraan psikososial bagi siswa dan 
guru. Walaupun konflik yang melanda suriah memberikan dampak \buruk 
terhadap pengungsi Palestina, namunUNRWA tetap berkomitmen untuk 
melanjutkan upaya reformasi memberikan pendidikanterhadap para 
pengungsi Palestina, dan telah mulai menerapkan program seperti 
pengembangan guru. Langkah menyediakan pendidikan darurat dilakukan 
UNRWA untuk memastikan bahwa UNRWA dapat terus mengemban 
mandatnya memberikan pendidikan dasar berkualitas tinggi untuk 




Sumber: UNRWA 2015 Syria Emergency Appeal124 
Dilihat dari data program pendidikan darurat yang di laporkan UNRWA 
tersebut kita dapat melihat bahwa akses pengungsi Palestina dalam 
memperoleh pendidikan masih berjalan walaupun tidak semua target telah 
dicapai UNRWA. Berdasarkan data tersbut sangat jelas upaya-upaya 
yang dilakukan UNRWA dalam memberikan pendidikan dalam kondisi 
darurat bagi pengungsi Palestina di Suriah. 
2) Kesehatan  
Hak atas kesehatan da standar kehidupan yang layak bagi manusia 
telah di atur di dalam pasal 25 ayat 1 DUHAM yang menyatakan: 
Pasal 25  
3) Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, 
termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan 
kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas 
keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh 
pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang 
mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar 
kekuasaannya.  
Selain diatur dalam DUHAM hak atas kesehatan telah diatur dalam 
pasal 12 Kovenan EKOSOB, yang menyatakan: 
Pasal 12  
1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk 
menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik 
dan mental.  
                                                          




2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada 
Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus 
meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:  
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati 
dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;  
b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;  
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit 
menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan 
pekerjaan;  
d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua 
pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. 
 
Sebagai manusia pengungsi harus mendapatkan hak yang sama 
dengan warga sipil lainnya, termasuk dalam hak kesehatan. Dalam 
menjalankan mandatnya UNRWA memberikan bantuan kesehatan 
terhadap pengungsi Palestina. UNRWA memberikan pelayanan 
kesehatan secara mendasar dan bertanggung jawab untuk menyediakan 
lingkungan hidup yang sehat bagi pengungsi Palestina menurut standar 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Secara umum tujuan UNRWA adalah 
untuk memungkinkan pengungsi untuk berumur panjang dan sehat, 
dengan:125 
1. menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan yang 
komprehensif dan berkualitas; 
2. mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi pengungsi 
Palestina; dan 
3. melindungi dan mempromosikan kesehatan keluarga. 
                                                          




UNRWA memiliki 3000 staff di departemen kesehatan, dan 500 
diantaranya adalah dokter. Sekitar 3.7 juta pengungsi Palestina telah 
mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang merupakan program dari 
departemen kesehatan UNRWA. Dalam melakukan pelayanan kesehatan 
UNRWA tidak menggunakan gedung rumah sakit (kecuali di tepi barat) 
dalam memberikan pelayanan kesehatan, namun UNRWA memberikan 
pelayanan kesehatan gratis secara langsung bagi para pengungsi 
Palestina yang membutuhkan layanan ini.126 
UNRWA telah berperan menangani kesehatan pengungsi Palestina 
sejak 1950. Dalam melaksanakan program bantuan kesehatan dan 
memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi para pengungsi, 
UNRWA memiliki tiga cabang pelayanan kesehatan primer yang tersebar 
dalam klinik-klinik kesehatan yaitu: pelayanan kesehatan ibu dan anak 
(maternal and child health center/MCH), pelayanan kesehtan penyakit 
yang tidak menular (non-communicable disease/NCD center) , dan 
layanan berobat jalan. Kondisi kesehatan pengungsi Palestina sangat 
memprihatinkan. Hampir setiap harinya seorang dokter menangani lebih 
dari 100 pasien, itu artinya pasien hanya memiliki waktu yang singkat 
untuk berkonsultasi. Sedikitnya waktu berkonsultasi pasien tersebut 
menimbukan kekhawatiran bahwa nantinyadokter mengeluarkan 
pengobatan dan saran yang tidak tepat.127 
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Untuk menangani kekhawatiran pasien tersebut, UNRWA telah 
mengembangkan sistem elektronik kesehatan. Sistem ini dibuat karena 
departemen kesehatan UNRWA menyadari kelemahan sistem 
pengumpulan, penngelolan, analisis dan pelaporan datasecara manual 
yang memakan waktu, mahal, dan proses padat. Sistem ini 
dirancanguntuk mengurangi biaya kertas, mengurangi beban kerja staf 
kesehatan, mengurangi waktu tunggu pasien, dan selanjutnya adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan waktu 
konsultasi antara dokter dan pasien yang selama ini sangat singkat dan 
menjadi kekhawatiran pasien (Pengungsi Palestina) bahkan sistem ini 
telah mempermudah alur pasien di tingkat Pusat Kesehatan, termasuk 
untuk mempermudah menindaklanjuti rujukan.128 
Sistem elektronik kesehatanini awalnya berisi empat modul utama: 
NCD, perawatan kesehatan anak, kesehatan ibu dan rawat jalan. Modul 
ini kemudian di lengkapi dengan modul lain seperti akses ke farmasi, 
laboratorium, kesehatan gigi dan spesialis. Sistem ini mulai dikembangkan 
pada 2011 untuk mengatasi beban administrasi jutaan file pasien. 
Kemudian Dengan dukungan keuangan dari Amerika Serikat program e-
health ini bisa terwujud. 
Adapun peran departemen kesehatan UNRWA di Suriah sebelum 
terjadinya konflik hampir sama dengan di negara Timur Dekat lainnya. 





Namun pasca terjadinya konflik peran dari departemen kesehatan ini 
menjadi lebih rumit. UNRWA terus menangani kesehatan pengungsi 
Palestina semaksimal mungkin. Salah satu peran  besar departemen 
kesehatan UNRWA adalah pemulihan kesehatan pengungsi Palestina di 
kamp Yarmouk. Situasi kemanusiaan di kamp Yarmouk terus memburuk 
sepanjang tahun 2014, dengan beberapa pengungsi tidak dapat 
mengakses makanan seprti biasanya, tidak memiliki persediaan makanan, 
air bersih, Kesehatan, listrik atau bahan bakar untuk pemanas. Di awal 
tahun, Departemen Kesehatan membuka titik kesehatan darurat dalam 
kamp Yarmouk, terdiri dari medical officer dan asisten apoteker. Titik 
Kesehatan ini menyediakan obat-obatan penting dan konsultasi bersama 
dokter.  
Titik kesehatan ini di fokuskan untuk pasien NCD, anak, perempuan 
dan orang tua dalam kamp Yarmouk, pemberian bantuan kesehatan ini 
diberikan bersamaan dengan pendistribusian makanan. Layanan 
disediakan tiga hari seminggu, dengan rata-rata 80 pasien setiap kali 
layanan dibuka. pada Juli tahun 2014, Departemen Kesehatan ini mampu 
mendeteksi sebuah epidemi penyakit tipus. Kemudian setelah 
ditemukannya penyakit tersebut departemen kesehatan menyediakan 
kontrol intensif dan tindakan pencegahan untuk mengendalikan epidemi 
penyakit tersebut.129 
                                                          




Pada tahun 2015 departemen kesehatan UNRWA akan mengambil 
langkah-langkah untuk membangun kerangka perlindungan yang lebih 
luas,langkah tersebut akan mencakup kesehatan mental dan dukungan 
psikososial, dan kebutuhan kesehatan berbasis gender. Kerangka kerja ini 
akan disesuaikan sesuai untuk kesehatan pusat kegiatan, memastikan 
bahwa tanggapan program yang sistematis dan terkoordinasi, disesuaikan 
dengan kebutuhan tertentu dari remaja perempuandan anak laki-laki, 
disediakan.130 
3) Bantuan dan Pelayanan Sosial 
Program bantuan yang dan pelayanan sosial oleh UNRWA 
menyediakan berbagai perlindungan sosial langsung maupun tidak 
langsung dalam wilayah operasi pemukiman pengungsi. Dalam 
menyediakan bantuan dan pelayanan sosial tersebut UNRWA berfokus 
pada tiga tujuan utama :131 
a) Memberikan bantuan sosial kepada para pengungsi Palestina yang 
miskin setiap tiga bulan, dalam bentuk penyediaan komoditas 
pangan dasar dan bantuan tunai tambahan sederhana. 
b) Memelihara, memperbarui dan mendokumentasiikan catatan dan 
dokumen pengungsi Palestina yang terdaftar, dalam rangka untuk 
menentukan kelayakan pemberian bantuan sosial UNRWA untuk 
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pengungsi Palestina. Dokumentasi yang ditangani UNRWA 
mencakup akte kelahiran, akte properti dan dokumen 
pendaftarandan; 
c) Mempromosikan pengembangan dan kemandirian kepada 
kelompok marjinal pengungsi, terutama perempuan, anak-anak, 
orang muda, orang-orang cacat dan orang tua. 
Di Suriah Departemen Bantuan dan Pelayanan Sosial (Relief Social 
Services) mengelola distribusi makanan darurat, uang tunai dan bantuan 
slain makanan lainnya (obat-obatan, pakaian, selimut dsb) kepada para 
keluarga penungsiPalestina yang telah mengungsi atau menjadi miskin 
akibat dari adanya konflik yang sedang berlangsung di Suriah.132 
Pada Maret 2014 lalu UNRWA menyediakan 17 fasilitas berupa tempat 
penampungan untuk menampung hampir 8.000 orang pengungsi sekitar 
6.700 diantaranya merupakan pengungsi Palestina. Lebih dari 4.000 
pengungsi Palestinalainnya telah menemukan tempat berlindung di 17 
fasilitas non-UNRWA yang terletak di Damaskus, Aleppo dan Latakia. 133 
Selain memberikan bantuan makanan dan kebutuhan dasar manusia 
lainnya UNRWA telah mendirikan Organisasi Berbasis Masyarakat yang 
kelola oleh pengungsi Palestina di Suriah, organisasi ini kemudiann 
berperan penting dalam membantu UNRWA menangani krisis yang terjadi 
di kamp-kam pengungsian Palestina di Suriah. Organisasi ini membantu 
                                                          






UNRWA dalam penyediaan dukungan kemanusiaan, misalnya dengan 
menginformasikan kapan pengungsi makanan dan distribusi kapan 
distribusi bantuan berlangsung. Dalam beberapa kasus, Orgaisasi ini juga 
membantu menyediakan tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan dan 
sosial yang sangat penting untuk mengurusi pengungsi Palestinadan 
warga sipil lainnya. 
Namun yang penulis sayangkan dalam usaha menjanlakan 
mandatnya memberikan bantuan sosial bagi pengungsi Palestina UNRWA 
masih saja mengalami kesulitan akibat pemerintah yang tidak 
mengizinkan akses bantuan kemanusiaan. Contohnya di Kamp Yarmouk, 
kondisi kamp yang di blokade menyulitkan UNRWA memberikan bantuan 
kemanusiaan seperti makanan dan air sehingga pengungsi di kamp ini 
mengalami gizi buruk, mengalami kedinginan saat musim dingin, bahkan 
yang lebih parah hingga mengakibatkan korban jiiwa.134 
4) Perbaikan  Infrastruktur dan Kamp 
Pada awalnnya kamp-kamp pengungsian dari 5 juta pengungsi 
Palestina yang tersebar di timur dekat hanya merupakan tenda-tenda 
pengungsian, namun berdasarkan perkembangannya kamp-kamp 
pengungsian tersebut telah berubah menjadi gedung-gedung pemukiman 
yang padat di isi oleh para pengungsi.135 Pemukiman atau hak atas 
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perumahan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam 




Pasal 11 ayat (1) 
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 
standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk 
pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup 
terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang 
memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti 
penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan 
sukarela. 
 
Pasal tebut berlaku bagi setiap manusia termasuk pengungsi, oleh 
karena itu pengungsi tetap memiliki hak yang sama terhadap peruhaman 
seprti warga sipi lainnya. Kepadatan pemukiman pengungsi di kamp-kamp 
pengungsian menimbulkan masalah lain bagi pengungsi diantaranya 
masalah lingkungan yang buruk sebagai akibat tata ruang yang tidak 
beraturan. Melihat pentingnya lingkungan hidup dan pemukiman yang 
merupakan hak asasi bagi pengungsi maka berdasarkan mandanya 
UNRWA menyediakan layanan perbaikan infrastruktur dan peningkatan 
kamp sejak 2007. Dalam melaksanakan mandatnya UNRWA 
mengembangkan rencana perbaikan infrastruktur dan peningkatan kamp 
yang komprehensif, dengan melaksanakan:136 
 
a) Perbaikan kamp 
                                                          




UNRWA melakukan rencana perbaikan kamp, perbaikan tempat 
penampungan, rencana untuk pemindahan sementara ke kamp lain dan 
proyek-proyek rekonstruksi setelah pembongkaran yang disebabkan oleh 
konflik bersenjata atau keadaan darurat lainnya. Upaya UNRWA 
dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. 
b) Fasilitas dan instalasi 
Melalui program ini UNRWA mengelola pembangunan dan 
pemeliharaan semua fasilitas dan instalasi UNRWA, untuk memastikan 
tetap memberikan kebutuhan dan pelayanan yang baik bagi semua 
pengungsi. Komunitas pengungsi yang terlibat dalamproses perencanaan 
memastikan bahwa fasilitas yang baru memenuhi kebutuhan pengungsi 
yang sebenarnya. Fasilitas UNRWA yang baru juga dibangun untuk 
memberikan akses universal bagi para penyandang cacat. Program ini 
juga mengatasi masalah aksesibilitas di fasilitas yang ada. 
c) Penataan Lingkungan 
UNRWA mempromosikan lingkungan perkotaan yang aman dan sehat 
bagi pengungsi Palestina melalui penyediaan air terpelihara dengan baik, 
air limbah, dan drainase air hujan. Hal ini juga memelihara lingkungan 
yang layak untuk ditinggali oleh para pengungsi.  
Sebelum terjadinya konflik Suriah UNRWA telah menjalankan program 
penyediaan infrasruktur dan perbaikan kamp pengungsi di Suriah salah 




standar desain pemukiman dibantu oleh warga kamp. Namun  
Karenakonflik bersenjatayang sedang berlangsungdi Suriah, 
programPeningkatanInfrastrukturdan perbaikan kamppengungsiPalestina 
di negara tersebut sementara berhenti bekerja.137 
5) Program Keuangan Mikro 
Melihat pentingnya kebutuhan atas pekerjaan dan mencari  nafkah 
maka perlu di buat suatu pengaturan mengenai hak atas pekerjaan dan 
mencari nafkah, pengaturan mengenai hak tersebut telah diatur dalam 
Kovenan Ekosob, yaitu dalam Pasal 6: 
Pasal 6  
1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, 
termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah 
melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan 
akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi 
hak ini.  
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada 
Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, 
harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta program-
program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai 
perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta 
lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi 
yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar 
bagi perorangan.  
 
Berdasarkan Pasal 6 Kovenan Ekosob setiap manusia memiliki hak 
atas pekerjaan dan mencari nafkah. Oleh sebab itudengan mandatnya 
UNRWA telah menyediakan program pemulihan keuangan bagi para 
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pegungsi Palestina di wilayah kerjanya melalui departemen keuangan 
mikro berdasarkanKovenan tersebut.Dalam pelaksanaan mandat tersebut 
UNRWAmenyediakan program perbaikan keuangan, sehingga pengungsi 
berhak mendirikan usaha untuk melanjutkan hidupnya. Departemen 
Keuangan Mikro UNRWA menyediakan peluang menghasilkan 
pendapatan bagi pengungsi Palestina, serta kelompok miskin atau 
marginal lainnya yang tinggal dan bekerja di dekat mereka. UNRWA 
memperluas pinjaman dan jasa keuangan pelengkap untuk pemilik usaha 
kecil, pengusaha mikro dan rumah tangga.  
Dengan pemberian pinjaman kepada pengungsi diharapkan dapat 
mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi 
kemiskinan, dan memberdayakan pengungsi itu sendiri, terutama 
perempuan dan pemuda. Banyak pengguna pinjaman UNRWA 
menggunakannya dalam bentuk usaha kecil, usaha informal, dan usaha 
rumahan diantaranya pengungsi mempergunakanya untuk menjadi 
pedagang sayur, penjahit rumahan, pemilik bengkel dan 
nelayan.138Adapun layanan dan produk yang ditawarkan oleh departemen 
keuangan mikro UNRWA adalah:139 
a) Pinjaman Usaha Kecil 
Pinjaman usaha kecil merupakan produk departemen keuanganmikro 
yang telah dijalankan sejak didirikannya UNRWA. Pinjaman iniditujukan 
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langsung untuk memajukan pembangunan ekonomi danmenciptakan 
lapangan kerja. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang relatif besar, 
mulai dari USD 3.000 hingga USD 75.000. batas waktu pengembalian 
pinjamanini adalah 12 bulan hingga 30 bulan. Para pengungsi biasanya 
menggunakannya untuk investasi modal, modernisasi bentuk usaha, dan 
perluasan pasar. 
b) Kredit Usaha Mikro 
 
Produk kredit usaha mikro menargetkan mayoritas bisnis regionalyang 
mempekerjakan kurang dari lima pekerja, sebagian besar di antaranya 
tidak memiliki akses ke kredit formal dan rentan terhadap resiko ekonomi. 
Kredit usaha mikro diberikan berkisar dari USD 300 sampai USD 8.500. 
Batas waktu pengembalian pinjaman antara 4 hingga 11 bulan. Kredit ini 
membantu bisnis para pengungsi seperti membangun dan memelihara 
cadangan jangka pendek untuk modal kerja. 
c) Kredit Usaha Mikro plus 
Dengan meningkatnya usaha mikro maka pengungsi 
yangmenjalankannya sering membutuhkan pinjaman yang lebih besar 
denganjangka waktu pembayaran diperpanjang untuk terus memperluas 
modalmereka dan meningkatkan kerja mereka. Untuk memenuhi 
permintaan ini,kami UNRWA menyediakan pinjaman Kredit Usaha Mikro 
Plus kepadadebitur yang telah menunjukkan kemampuan membayar lebih 




terbuktikemampuan membayar pinjaman. Produk ini merupakan salah 
satu elemenpenting dalam pertumbuhan perekonomian pengungsi di Tepi 
Barat danYordania, dan juga di Gaza. 
d) Pinjaman Kelompok Usaha 
Produk pinjaman ini dirancang untuk kelompok pengusahaperempuan 
yang secara kolektif bertanggung jawab untuk pembayaran kembali. 
Pinjaman diberikan mulai dari sebesar USD 200 hingga USD 5.000. Batas 
waktu pengembalian pinjaman adalah 4 hingga 11 bulan. pinjaman ini di 
mulai seteahPinajam Kelompok Usaha selama ini telah ikut menopang 
perekonomian pengungsi, serta meminimalisir pengeluaran rumah tangga, 
dan telah terbukti ikut membantu dalam pemenuhan pendidikan, 
kesehatan, dan kebutuhan dasar. 
e)  Pinjaman untuk Ibu Rumah Tangga 
Produk pinjaman ini adaptasi dari produk pinjaman usaha kelompok 
yang akan mengakomodasi usaha rumahan oleh perempuan, sehingga 
memungkinkan ibu rumah tangga yang berstatus pengungsi untuk 
membangun usaha rumah tangga untuk ikut melakukan bisnis. Produk 
pinjaman ini pertama kali diujicobakan di Suriah. rata-rata pinjaman unutk 






f) Kredit Produk Konsumen 
Kredit ini adalah pinjaman pribadi untuk keluarga kelas pekerja yang 
tidak memiliki akses terhadap kredit di bank. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu mereka memulihkan aset rumah tangga yang dijual untuk 
mengatasi pengangguran, kesehatan yang buruk, atau pengeluaran 
sosial, seperti pernikahan dan pemakaman 
g) Kredit Perumahan 
Kredit ini merupakan sebuah pinjaman untuk membantu keluarga 
pengungsi yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit 
perumahan dari bank komersial untuk memperbaiki atau mendapatkan 
perumahan. Pengungsi berhak mendapatkan kredit perumahan berkisar 
dari USD 3.000 hingga USD 15.000. Kredit perumahan ini telah berhasil 
diujicobakan di Gaza pada tahun 2006, dan diperluas ke Tepi Barat, 
Yordania, Suriah, dan Libanon sejak tahun 2009. 
h) Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah 
UNRWA menjalankan program pelatihan bagi pemilik usaha kecil di 
Gaza. Pengungsi akan disesuaikan dengan pelatihan usaha kecil dan 
menengah misalnya mengenai ilmu pembukuan usaha, perpajakan, 
komputerisasi, dan e-commerce. Biaya langsung setiap pelatihan dibayar 
oleh peserta. Sejak tahun 1995, 12.600 pengusaha telah berpartisipasi 




Program pemulihan keuangan oleh departemen keuangan mikro 
UNRWA di UNRWA sebelum terjadinya konflik secara umum sama 
dengan negara-negara timur dekat yang lainnya. Namun pasca terjadinya 
konflik  
Ketidakstabilan dan kekerasan yang telah mempengaruhi Suriah sejak 
2011 telah mengganggu perekonomian negara, membuat pekerjaan 
keuangan mikro di Suriah semakin sulit dan genting.  
Meskipun tantangan yang di hadapi UNRWA sangat sulit, namun 
program pemulihan keuangan oleh departemen keuangan mikro di Suriah 
tetap aktif beroprasi, bahkan mendirikan kantor cabang baru untuk 
meningkatkan kinerjanya. UNRWA, bekerja dengan UNDP dan Pusat 
Penelitian Kebijakan Suriah. Hasil dari kerjasama ini baru saja 
menyelesaikan serangkaian laporan kuartalan penting pada kondisi sosial 















Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, adapun 
simpulan yang dapat diambil yaitu: 
1. Diskriminasi terhadap pengungsi Palestina di kamp Yarmouk 
Suriah adalah pelanggaran terhadap hukum pengungsi dan hak 
asasi manusia Internasional. Namun ketentuan dalam hukum 
pengungsi internasional belum sepenuhya melindungi hak 
pengungsi Palestina yang berada dalam mandat 
UNRWA,pengungsi palestina tidak memiliki hak dan kewajiban 
yang tercantum dalam Konvensi 1951, sehingga pelanggaran yang 
dilakukan rezim Suriah terhadap hukum pengungsi internasional 
yang tercantum dalam konvensi 1951 tidak dapat dituntut.  
2. Mandat awal UNRWA di Suriah adalah memberikan bantuan 
langsung dan program pekerjaan untuk pengungsi Palestina, 
dengan maksud untuk mencegah kondisi kelaparan, kesusahan 
dan memberikan kondisi damai dan stabilitas yang lebih lanjut. 
Dewasa ini mandat UNRWA telah mengalami perkembangan 
dalam berbagai bentuk pelayanan yaitu dalam bidang pendidikan, 




dan perbaikan kamp, dan juga pinjaman keuangan mikro. Bentuk 
pelayanan tersebut dijalankan UNRWA sejak kondisi Suriah masih 
aman maupun pada saat konflik berlangsung. 
B. SARAN 
Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Dalam kondisi konflik yang sedang berlangsung pemerintah Suriah 
seharusnya tetap memperhatikan hak asasi manusia warga sipil 
dan pengungsi yang sedang berlindung di negaranya, selalu 
menbuka akses bantuan kemanusiaan dan segera menghentikan 
konflik di Suriah. Dan dalam menentukan kebijakan seharusnya 
Bashar al Assad memikirkan kondisi rakyat sipil dan pengungsi 
yang berada di wilayah negaranya. 
2. UNRWA dalam mandatnya memberikan bantuan terhadap 
pengungsi Palestina menyediakan gedung untuk menyimpan 
bantuan yang diperlukan oleh pengungsi di kamp agar ketika terjadi 
blokade di kamp pengungsi masih memiliki cadangan makanan dan 
obat-obatan dan segera memperbaiki kamp Yarmouk yang hacur 
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